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DAFTAR SOP KEPANITERAAN PIDANA

NO

NAMA

SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BIASA
(DEWASA)

SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK
DIVERSI BERHASIL

SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK
DIVERSI GAGAL

SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SINGKAT

SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TIPIRING

SOP PROSES PENANGANAN PERKARA TILANG

SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING

SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING PEMILU

SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI

SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

SOP PERMOHONAN GRASI

SOP PERMOHONAN PRAPERADILAN

13

SOP PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN
PENAHANAN OLEH PENYIDIK DAN PU PASAL 29 AYAT (2)
DAN AYAT (3)

14

SOP PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN
PENAHANAN OLEH PU BERDASARKAN PASAL 25

15

SOP PERMOHONAN IJIN PERSETUJUAN BESUK

16

SOP PERMINTAAN PERMOHONAN PERPANJANGAN
PENAHANAN KE PENGADILAN TINGGI PASAL 29 AYAT (1)

17

SOP PENAGGUHAN PENAHANAN PERKARA PIDANAUMUM

18

SOP PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN 1JIN/
PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN

19

SOP PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN DIVERSI

20

SOP PERMOHONAN IJIN PEMBANTARAN PIDANA UMUM

21

SOP PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING PIDANAUMUM

22

SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI PIDANAUMUM

23

SOP PENCABUTAN PERMOHONAN PK PIDANA UMUM

24

SOP 1JIN/PERSETUJUAN PENYITAAN OLEH PENYIDIK

25

SOP PERMOHONAN PERALIHAN PENANGGUHAN
PENAHANAN

26

SOP PINJAM PAKAI BARANG BUKTI

27

SOP IJIN BEROBAT

28

SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMILU




PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

KELAS IB
Ji. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412
Kab. Kampar - Prop. Riau Telp/Fax. (0762)20043
email:pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Nomor SOP W4.U7/ 1 /ISOP/PID/I/2019

Tgl. Pembuatan | 4 Februari 2019

Tgl. Revisi -

Refisi ke -

Tgl. Efektif 11 Februari 2019

Disahkan Oleh | KETUA PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG KELAS IB

.

LILIN HERLINA, SH, MH,

Nama SOP SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
BIASA (DEWASA)

DASAR HUKUM :

OIS

o
KUALIFIKAS| PELAKSANA=

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana

4. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

5. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun
2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan.

6. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung Ri Nomor
KMA/032/SK/NV/2007 tentang Pemberlakuan Buku I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

11. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. 81
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penahanan
2. SOP Permohonan ljin Pembantaran

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Printer

Register Perkara Pidana Biasa

(R o=

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapai

Berkas Perkara Pidana Biasa

Halaman 1 dari 3




A Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Staf / Panmud Persyaratan/ Ket.
PTSP | Mejall | Pidana| /S/JSP | Panitera | KPN | o B gkapan | Waktu |  Output
1 | Menerima L Berkas perkara Persyaratan
Permohonan ‘ ’ - Putusan 10 Permohonan
Banding L ATK menit | Banding
- Surat Kuasa (jika lengkap
2 | Membuat Akta .
embual \ 2 - Berkas perkara Konsep
Pernyataan r _]Q—M L Putusan 10 Akta
Banding L Surat Kuasa (jika Menit | Pemyataan
ada) Banding
F ATK
3. | Mengoreksi [ Berkas Perkara Konsep
dan Paraf Akta L Putusan Akta
Ya L Konsep Akta 10 Pernyataan
Pemyataan Menit | Banding
Banding yang telah
L ATK diparaf
4. | Menandatang L Berkas Perkara Akta Panitera
ani Akta .I | L Putusan Pernyataan | menanda
Pernyataan L Konsep Akta Banding tangani
Banding Pemyataan 10 akta
Banding yang telah Menit setelah
diparaf pemohon
menanda
tangani
akta
5 | Input data W - Akta Pernyataan Data
Permohonan D Banding Banding
Banding di - Putusan 15 terinput di
SIPP dan L ATK it SIPP dan
dicatat dalam L SIPP ment | tercatat
register - Register dalam
L register
6 | Membuat - Berkas Perkara Konsep
Laporan Lo L Putusan Laporan
Banding - Akta Pemyataan 30 Pemohonan
Banding menit | Banding ke
- ATK Pengadilan
Tinggi
7 | Menandatang A - Konsep Laporan Laporan
ani laporan ]I"" I Permohonan 5 Banding
banding Banding ke Menit
Pengadilan Tinggi
8 | Mengirim - Laporan Tanda bukti | Kirim lewat
Laporan Permohonan 30 pengiriman | Pos dan
Banding EL'l Banding sl Email/Fax
- ATK
- Buku ekspedisi
9 | Pemberitahuan L Akta Permohonan Relaas
Pernyataan \ 4 Banding 60 pemberitahuer
Banding r I L ATK menit | n banding
- Surat tugas
10 | Input ' - Relaas Data
Pemberitahuan r—j pemberitahuan terinput
Banding di banding 10 dalam SIPP
SIPP dan L ATK menit | dan tercatat
dicatat di L SIPP dalam
register - Register register
11 | Menerima LI L Memori /kontra Memori/kont
Memori/kontra | banding ra banding
banding - Sofcopy 5 lengkap
memori/kontra e dibuat
memori banding rangkap
L ATK sesuai
+ Register kebutuhan
12 | Membuat ! - Memori /kontra Konsep
AktaTanda I:LL Tidal banding 20 aktp tanda
terima Memori ] - ATK et terima
/kontra L Register memori
Banding banding
13 | Penandatangan . Konsep akta tanda Aktatanda | Setelah
an akta Ya terima memori 10 terima di paraf
penerimaan /kontra banding meit memori oleh
memori /kontra - ATK /kontra Panmud
banding banding Pidana |
14 | Input -Akta tanda terima Data
penerimaan = memori/kontra terinput di
Memori /kontra ol banding 10 SIPP dan
Banding ke -Memori /kontra mentt tercatat di
SIPP dan A banding register
dicatat dalam -SIPP
register -register

Halaman 2 dari 3



e Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Staf / Panmud Persyaratan/ Ket.
PTSP Meja Il Pidana | YS/JSP | Panitera | KPN Perlengkapan Waktu Output
15 | Pemberitahuan - Akta tanda Relaas
dan Penyerahan Q terima /kontra pemberitahuan)
Memosri /kontra Al_j memori 15 dan
Banding serta g = banding menit [Penyerahan
input relas - Memori/kontra - memori/kontra
pemberitahuan banding banding
- ATK
16 | Pencatatan - Relaas Data
dalam register pemberitahuan pemberitah
E‘L dan uan dan
p— penyerahan penyerahan
memori /kontra memori
banding 10 fkontra
- Register menit | banding
- SIPP terinput
- ATK dalam SIPP
dan tercatat
dalam
register
17 | Mempelajan - - Berkas perkara Akta telah
Berkas l - putusan 15 mempelajari
Perkara menit | berkas
perkara
18 | Menyusun dan - Berkas perkara Konsep
membuat ;_I (bundel A dan surat
Surat l ] bundel B) 50 pengantar
Pengantar - Softcopy il pengiriman
Pengiriman putusan berkas
berkas - ATK banding
banding
19 | Menanda Konsep surat Surat
tangani Surat pengantar pengantar
Pengantar pengiriman berkas pengiriman
Pengiriman banding 10 berkas
berkas menit | banding
banding yang sudah
ditanda
tangani
20 | Mengirim - Berkas perkara Tanda bukti | Paling
berkas j (bundel A & 60 pengiriman | lambat
Banding bundel B) menit berkas
- surat pengantar dikirim
- ATK 14 hari |
21 | Input Surat - surat pengantar Data telah
Pengantar di f pengirman terinput di
SIPP dan berkas banding 10 SIPP dan
mencatat - Register menit | tercatat di
dalam register - SIPP register
- ATK
22 | Arsip berkas - Putusan Arsip
perkara - akta-akta tersimpan
banding di ‘ ’ - memori dan 10 sebagai arsip
simpan di kontra memori | menit | aktif di
arsip aktif banding Kepaniteraan
Pidana

Halaman 3 dari 3




PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

KELAS IB
JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412
Kab. Kampar - Prop. Riau Telp/Fax. (0762)20043
email:pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Nomor SOP

W4.U7/ 02 /SOP/PID/1I12019

Tgl. Pembuatan | 4 Februari 2019
Tgl. Revisi -
Refisi ke -
Tgl. Efektif 11 Februari 2019
Disahkan Oleh | KETUA PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG KELAS IB
LILIN HERLINA, SH, MH,
NIP. 19640221 199212 2 001
Nama SOP SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

ANAK DIVERSI BERHASIL

DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS| PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan
Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

6. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan

8. Surat Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku |l
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

11. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. S1

2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penahanan Perkara Anak

Komputer
Printer

aPwn =

Alat Tulis Kantor (ATK)

Register Perkara Pidana Anak
Register Diversi

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapai

Berkas Perkara Pidana Anak

Halaman 1 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petug Panmud |Panmud Persyaratan / Ket.
PTSP Staf | PP Pidana | Hukum Panitera Hakim | KPN Perlengkapan Waktu Output
1 | Penerimaan - Berkas perkara - Berkas
berkas perkara - Checklist diterima/
kelengkapan - Ekspedisi
K 10 [
& Tidak berkas menitl Cheklist yang
- Tanda bukti sudah ditanda
pelimpahan tangani
erkara petugas
2 aﬂdeneﬁgap e - Berkas Perkara - Berkas
engkapan > - Cek List Lengkap/
berkas perkara kelengkapan § | tidak lengkap
tt;mastg( " berkas menit|- tanda terima
rang bul pelimpahan
berkas
3 | Input data - Berkas perkara Berkas
SIPP dan - Komputer diterima dan
Penomoran - Koneksi LAN 30 diberikan
perkara, SIPP menit| "omor
zercatatanme - Buku register perkara
alam register induk
induk (manual)
4 | Menyerahkan - Berkas Perkara Ekspedisi
berkas perkara > 10
yang sudah menit
lengkap
5 | Penunjukan - Berkas perkara Penetapan
Hakim/Majelis = | - SIPP 20 penu:tjatfkaan
Hakim menit| Majelis/Hakim
6 | Penunjukan - Berkas perkara penunjukan
Panitera - SIPP 20 |pp
Pengganti (PP) menit
Pencatatan - Berkas perkara Register
7 | penunjukan - Penetapan Manual
Hakim/Majelis Ej penunjukan 5
Hakim dan PP Hakim/Majelis menit
';: d;'t‘ermlr?t;‘:: Hakim dan PP,
eg
(Manual)
8 | Penyerahan - Berkas perkara Ekspedisi
berkas perkara - Penetapan
:emmpgda jelis ‘LI
Hakim untuk LF ?
dibuat Tk
penetapan
penahanan jika
diperiukan
9 | Pembuatan - Berkas 10 Penetapan
Penetapan I'Jj - SIPP Menit penahanan
10 |Menerima berkas - Pen. Ekspedisi
perkara dari Penahanan
Hakim/Majelis L] dan Hari
hakim dan Sidang
menyerahkan 5
penetapan menit
penahanan
kepada staf untuk]
dikirim ke PU dan
dicatat kedalam
register induk
11 | Melaksanakan - Berkas perkara - BA Pelaksana
upaya Diversi D - Undangan Pelaksanaan fn Diversi
bagi yang kepada pihak Diversi maksimal
memenuhi terkait - Kesepakatan [7 hari
syarat yang (pembimbing Divetsl_jika
ditentukan kemasyarakatan, | 120 | berhasil
pekerja sosial Menit
profesional,advo
kat, orang tua,
tokoh
masyarakat)

Halaman 2 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
No | Aktivitas Petugas Panmud {Panmud Persyaratan/ Ket.
prsp | Staf | PP | Toa | Hukum|Paniteral Hakim | KPN Peﬂe}"gkamn Waktu| Output
12 | Laporan - Laporan Laporan dan [ika tidak
hakim - BA permchonan perhasil
fasilitator Pelaksanaan diversi maka hakim
kepada KPN dan membuat
dan kesepakatan 10 penetapan
permohonan Diversi Menit
penetapan
jika upaya
diversi
berhasil
13 | Pembuatan - Pemohonan Konsep
konsep penetapan Penetapan
penetapan diversi Diversi
diversi - Berkas
perkara 30
l | - Kesepakatan | Menit
Diversi
- Konsep
Penetapan
Diversi
14 | Penandatang - Konsep Penetapan
anan Penetapan Diversi
penetapan Diversi 10
diversi E‘j Menit
15 | Pengiriman - Penetapan Tanda Apabila hasil
salinan Diversi Terima kesepakatan
penetapan - Buku pengiriman |diversi tidak
diversi rdij Ekspedisi 60 | salinan dilaksanakan
kepada pihak Menit| penetapan |maka
terkait perkara bisa
dibuka
kembali
16 | Arsip perkara - Berkas BA
:t perkara penerimaan
- Penetapan 10 | arsip di
diversi menit| kepaniteraan
- Buku hukum
Ekspedisi

Halaman 3 dari 3



PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

KELAS IB
JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412
Kab. Kampar - Prop. Riau Telp/Fax. (0762)20043
email:pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Nomor SOP W4.U7/ 3 /SOP/PID/I/2019

Tgl. Pembuatan | 4 Februari 2019

Tgl. Revisi -

Refisi ke -

Tgl. Efektif 11 Februari 2019

Disahkan Oleh | KETUA PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG KELAS 1B
LILIN HERLINA, SH, MH,

Nama SOP SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
ANAK DIVERSI GAGAL

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan
Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

6. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor : 026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan

8. Surat Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku |
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan

Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

11. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

10.

1. S1-Hukum
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

SOP Penahanan Perkara Anak

Komputer
Printer

hPON=

Alat Tulis Kantor (ATK)

Register Perkara Pidana Anak

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DA

N PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapai

Berkas Perkara Pid

ana Anak

Halaman 1 dari 3




- = - Pelaksana Mutu Baku
No| Aktivitas |Ptgs | Staf | PP | Panmud Panmud |Panitera [Hakim | KPN Persyaratan/  |Waktu Qutput Ket.
PTSP Pidana| Hukum Perlengkapan

1 | Penerimaan - Berkas perkara T Berkas diterima/
berkas - Checklist Ekspedisi
perkara kelengkapan L Cheklist yang

( )g Tidak berkas 10 | sudah
- Tanda bukti menit | ditandatangani
pelimpahan petugas
perkara

2 | Meneliti I Berkas Perkara Berkas
kelengkapan Ya | L Cek List Lengkap/tidak
berkas kelengkapan 5 | lengkap
perkara berkas menit } tanda terima
termasuk pelimpahan
barang bukti berkas

3 | Input data - Berkas perkara Berkas
SIPP dan - Komputer diterima dan
Penomoran _I - Koneksi LAN diberikan
perkara, SIPP 30 | nomor perkara
pencatatan - Buku register 4
dalam induk menit
register
induk

(manual) o

4 | Menyerahkan - Berkas Perkara Ekspedisi
berkas 3
'::d":‘m yang menit
lengkap _

5 | Penunjukan A t Berkas perkara Penetapan
Hakim/Majelis ""l | SIPP 20 | penunjukan
Hakim menit| Majelis/Hakim

6 | Penunjukan - Berkas perkara penunjukan
Panitera - SIPP 20 | PP
Pengganti menit
(PP) _

Berkas perkara Register

7 | Pencatatan L Penetapan Manual
penunjukan penunjukan
Hakim/Majelis Hakim/Majelis 5
Hakim dan PP Hakim dan PP. it
ke dalam ‘5 e
Buku Register, E P
Induk
(Manual)

8 | Penyerahan - Berkas perkara Ekspedisi
berkas - Penetapan
perkara
kepada q 5
Hakim/Majelis ,

Hakim untuk e
dibuat

penahanan

ika ada

9 | Pembuatan rj - Berkas Penetapan

Penetapan j - SIPP 10 penahanan
Menit Oan
Penetapan Hari
Sidang Pertama

10 | Menerima Pen. Penahanan Ekspedisi
berkas 'é dan Hari Sidang
perkara dari
Hakim/Majelis
hakim dan
mengirim 5
penetapan
kepada staf i
untuk dikirim
ke PU dan
dicatat
kedalam
register induk

11 |Melaksanakan - Berkas perkara BA Diversi Pelaks
upaya Diversi ﬂ L Penetapan/Penun;j Tidak Berhasil | anaan
bagi yang ukan fasilitator Diversi
memenuhi dalam hal Majelis | 120 maksi
syarat yang I I hakim Menit ma! 7
ditentukan hari

Halaman 2 dari3




Pelaksana Mutu Baku
No| Aktivitas Ptgs ’_ﬁtaf PP |Panmud|Panmud| Panitera |Hakim| KPN Persyaratan/ Waktu Output Ket.
PTSP Pidana | Hukum Periengkapan

12 | Pembuatan - Berkas perkara Konsep
konsep L ATK 10 | penetapan
penetapan menit] hari sidang
hari sidang

13 | Penandatan v - Konsep Penetapan
ganan Ej penetapan  hari 5 hari sidang
penetapan sidang it
hari sidang L ATK menl

14 [Melaksanakan l': - Berkas Perkara Max. | - BA Sidang

proses E]i 2 | - Putusan
persidangan Bulan
dan
15
hari
Penyusunan - Berkas Perkara BA yang
15 | BA L Konsep BA sudah ditanda
Jrl.| 120 | tangani oleh
Menit] Hakim dan PP

16 | Menyerahkan - Berkas perkara Tanda terima
BA lengkap E - BA lengkap penyerahan
untuk \ - Ekspedisi 10 | berkas
penyusunan penyerahan berkas | Menit
Putusan

17 | Penyusunan ¥ - Berkas perkara Konsep
konsep Ej L BA lengkap 120 | outusan
putusan L ATK menit

18 | Sidang L - Berkas Perkara Putusan yang
pengucapan | - Putusan 120 | sudah ditanda
putusan O Menit| tangani
Majelis

19 | Pembuatan - Berkas Perkara Petikan
petikan Iil - Putusan 30 | putusan
putusan Menit

20 | Penyampaian - Petikan Putusan - Ekspedisi Penyam
petikan dan dan salinan - Tanda terima | paian
salinan =3 putusan Siap penyampaian |Petikan
putusan kpd -1 h dikirim 120 | petikan/ putusan
Penyidik, Menit| salinan 1%24 jam|
JPU,

Terdakwa dan
Lapas _

21 | Menyerahkan - Berkas perkara Tanda terima
Minutasi - Buku Ekspedisi | 15 4 penyerahan
perkara Menit perkas

22 | Menginput - Putusan 30 Amar dan
amar dan L SIPP Menit { tanggal putusan
tanggal lengkap
putusan
kedalam
SIPP

23 | Menginput r Pertimbangan 60 |Pertimbangan
pertimbangan Hukum Menit | Hukum dan
hukum dan e- - Putusan e-doc putusan
doc kedalam L SIPP lengkap
SIPP

24 | Menerima - Berkas perkara Checklist
Minutasi - Cheklist 20 sudah ditanda
perkara dari kelengkapan ik tangan
PP berkas panitera muda

pidana

25 | Menyerahkan - Berkas Perkara - BA Penyerahan
berkas ke yang sudah 15 berkas perkara
Panmud Cb Berkekuatan ekl Arsip perkara
Hukum Hukum tetap

Cheklist

Halaman 3 dari 3



PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

KELAS IB
JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412
Kab. Kampar - Prop. Riau Telp/Fax. (0762)20043
email:pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Nomor SOP W4.U7/ 4 /ISOP/PID/1I/2019
Tgl. Pembuatan | 4 Februari 2019
Tgl. Revisi -
Refisi ke -
Tgl. Efektif 11 Februari 2019
Disahkan Oleh | KETUA PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG KELAS IB
%;’—'
LILIN HERLINA, SH, MH,
Nama SOP SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

SINGKAT

DASAR HUKUM :

<™ -

=~
KUALIFIKASI PELAKSANA :~ —

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana

4. Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 3
Tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor : 026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku ||
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

10. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. $1

2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penanganan Meja Pengaduan

Komputer
Printer

e o

Alat Tulis Kantor (ATK)

Register Perkara Pidana Singkat

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapai

Berkas Perkara Pidana Singkat

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Panmud| Panmud Persyaratan/ Ket.
PTSP Staf PP |'pidana | H ukum | Panitera | Hakim | KPN Perlengkapan IWaktu Output
1 | Penerimaan - Barkas perkara Berkas
berkas perkara ()« e - Checklist berkas | 10 | diterima/
Perkara menit | Exspedisi
2 | Meneliti Ya / - Cek List berkas Berkas
kelengkapan > perkara 5 Lengkap
berkas perkara menit
3 | Menyerahkan - Berkas Perkara "Ekspedisi
berkas perkara msenit
4 ;erjm‘gurl:a:m |_! - Berkas perkara 20 Penetapan
ajelis Ha
ment | e
5 senunjukan - Berkas perkara penunjukan
anitera i | - Penetapan 20 | PP
Pengganti (PP) penunjukan menit
Hakim
6 | Penyerahan Ll - Berkas perkara 5 Ekspedisi
berkas perkara - Penetapan menit
kepada Hakim
7 | Proses - Berkas Perkara - BA
persidangan - - terdakwa,Saksi | 120
dan Barang Menit
Bukti lengkap
8 | Input data - SIPP 20 Setelah
SIPP dan A 4 -Register Induk |Menit |-Tercatatnya |sidang
Penomoran Perkara Pidana dalam SIPP  |pertama
perkara, Singkat dan Register
pencatatan induk Perkara
dalam register Pidana
induk Singkat
(manual)
9 | Penyusunan y - Berkas perkara Putusan Putusan
Putusan dan Ej - Konsep Putusan dan BA menjadi
BA Sidang - Konsep BA 120 bagian
Menit dari
berita
= N acara
10 | Pembuatan - Berkas Perkara Petikan
pe:lkan EH - Putusan mi?lit Putusan
putusan
11 | Penyampaian - Petikan Putusan Tanda terima | Penyam
petikan dan Siap dikirim penyampaian | paian
salinan - Buku Ekspedisi petikan Petikan
putusan kpd _é putusan
Penyidik, JPU, 120 1x24
Terdakwa dan Menit jam
Lapas dan
Minutasi
berkas
perkara
12 | Menyerahkan - Berkas perkara Tanda
Minutasi - Buku Ekspedisi 15 | terima
perkara Menif penyerahan
berkas
13 | Menginput A - Putusan PT 30 |Amardan
amar dan - SIPP Menit | tanggal
tanggal putusan
putusan lengkap
kedalam SIPP
14 | Menginput - Pertimbangan 60 |Pertimbangan
pertimbangan Hukum Menit | Hukum dan
hukum dan e- - Putusan PT e-doc putusan
doc kedalam L SIPP lengkap
SIPP
15 | Menerima - Berkas perkara Checklist
minutasi E Ll - Cheklist 20 sudah ditanda
perkara dari kelengkapan mentt tangan
PP berkas panitera muda
pidana
16 | Menyerahkan - Perkara sudah - Berita acara
berkas ke é berkekuatan 15 | penyerahan
Panmud hukum tetap menit| berkas
Hukum - Cheklist Arsip perkara

Halaman 2 dari 2




PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

KELAS IB
JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412
Kab. Kampar - Prop. Riau Telp/Fax. (0762)20043
email:pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Nomor SOP

W4.U7/ 5 /SOP/PID/11/2019

Tgl. Pembuatan

4 Februari 2019

Tgl. Revisi -
Refisi ke -
Tgl. Efektif 11 Februari 2019
Disahkan Oleh | KETUA PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG KELAS 1B
”_‘,_.
LILIN HERLINA, SH, MH,
Nama SOP SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

TIPIRING

DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS| PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana

4. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 2 tahun 2012
Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan
dan Jumiah Denda dalam KUHP

5. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor. 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 3
Tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

10. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. S$1

2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Kepaniteraan Pidana

. Alat Tulis Kantor (ATK)

1

2. Komputer
3. Printer
4

. Buku Register Perkara Pidana Cepat/Tipiring

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan
tidak akan tercapai

2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, tertib administrasi tidak
tercapai.

Berkas Perkara Pidana Cepat/Tipiring

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Ket.
P
Prop| star | pp | Fanmud ) Panmud) oonera| Hakim | ken | P orionakanay | Waktu | Output
1 | Penerimaan -Berkas perkara Berkas
::rrt::a i ( )J Tidak -Checkiist berkas diterima/
P
Sectvick erkara 10 . Ekspedisi
menit
2 | Meneliti Ya -Cek List berkas Berkas
kelengkapan .< > perkara 5 | Lengkap
berkas menit
perkara
3 | Menyerahkan -Berkas Perkara Ekspedisi
berkas 5
perkara menit
4 | Penunjukan -Berkas perkara Penetapan
Hakim Ijj 20 | penunjukan
menit | Hakim
5 | Penunjukan -Berkas perkara penunjukan
Panitera I le -Penetapan 20 PP
Pengganti oo penunjukan
(PP) Hakim ek
6 | Penyerahan -Berkas perkara Ekspedisi
berkas CLJ -Penetapan 5
perkara
kepada Hakim menit
7 | Proses -Berkas Perkara
persidangan -terdakwa,Saksi 120 |- Putusan
dan Barang Bukti| Menit
8 | Input data e
np ) -SIPP 10 encatat
SIPP dan .4 -Register Induk | Menit 'gﬁ:":es"ggt
Penomoran Perkara Pidana don tercatt ilakukan
perkara, Cepat daiam etelah
pencatatan R:;m - rkara
gﬂ:{? rogistar induk Perka utus
(manual) Pidana Cepa
9 | Pengisian -Berkas perkara Putusan
Blangko iLll -Blangko Putusan 30
Putusan Menit

10 | Penyampaian -Salinan Putusan Tanda terima
Salinan -Buku Ekspedisi penyampaian
putusan Salinan
kepada putusan
Penyidik, JPU, 60
Terdakwa dan Menit
Lapas dan
Minutasi
berkas
perkara —

11 | Menyerahkan -Berkas perkara Tanda
Minutasi -Cheklist 15 terima
perkara kelengkapan Menit penyerahan

berkas berkas
-Buku Ekspedisi

12 | Menginput L Putusan 30 Amar dan
amar dan - SIPP Menit |tanggal
tanggal putusan
putusan lengkap
kedalam SIPP

13 | Menginput - Pertimbangan 60 Pertimbangan
pertimbangan A 4 Hukum Menit  |Hukum dan
hukum dan e- L Putusan e-doc
doc kedalam L SIPP putusan
SiPP lengkap

14 | Menginput - SIPP Data
tanggal - Buku terinput ke
minutasi pada Ej Register 10 | Sippdan
SIPP dan Menit tercatat di
dicatat dalam register
regis‘ef manual
manual =

15 | Menyerahkan -Perkara sudah -Berita acara
berkas ke Cb berkekuatan 10 penyerahan
Panmud hukum tetap menk berkas
Hukum perkara

-Arsip perkarg

Halaman 2 dari 2




PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

KELAS IB
JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412
Kab. Kampar - Prop. Riau Telp/Fax. (0762)20043
email:pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Nomor SOP W4.U7/ 6 /SOP/PID/11/12019
Tgl. Pembuatan | 4 Februari 2019
Tgl. Revisi -
Refisi ke -
Tgl. Efektif 11 Februari 2019
Disahkan Oleh | KETUA PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG KELAS IB
LILIN HERLINA, SH, MH,
Nama SOP SOP PROSES PENANGANAN PERKARA TILANG

DASAR HUKUM :

Q
KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016
tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran
lalu lintas

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :
026/KMA/SK/1I/2012 tentang Standar  Pelayanan
Peradilan

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor
KMA/032/SK/1V/2007 tentang Pemberlakuan Buku |l
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

10. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. S1
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PER

LENGKAPAN:

Komputer
Printer

G2

Alat Tulis Kantor (ATK)

Buku Register Perkara Pidana Lalu Lintas

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan
tidak akan tercapai

2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan, tertib administrasi tidak
tercapai

Berkas Perkara Pidana Lalu Lintas

Halaman 1 dari 2




&0

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas PP Panmud | Panmud | Panitera Persyaratan/ |Waktu [ Output | Ket.
Pidana | Hukum Perlengkapan

1 | Penerimaan - Berkas Berkas
berkas Tidak perkara Lalu diterima
perkara Lalu lintas 5
lintas dari - Soft Copy menit
penyidik berkas

2 | Meneliti Ya - Berkas Berkas
Kelengkapan perkara Lalu 5 lengkap
Berkas lintas Menit

- Soft Copy
berkas

3 | Menyusun - Berkas Berkas
berkas dan perkara 1l menit /| lengkap
Melapisi - ATK berkas | dengan
berkas dengan perkara| karbon
kertas karbon

4 | Penetapan - Berkas Penetapan
Penunjukan perkara 20 penunjukarJ
Hakim - Konsep menit | Hakim

penetapan

§ | Penunjukan - Berkas penunju
PP I _rl‘ perkara 20 | kanPP

- Konsep menit
. penetapan _

6 | Persidangan - Berkas 16 | Putusan [Tanpa
pengucapan perkara Menit ihadiri
putusan erdakwi

7 | Input putusan - ATK 120 | Terinput
perkara tilang I L|' - SIPP Menit | ke
di SIPP dalam

SIPP

8 | Mengumumkan - Salinan 60 | Putusan
denda tilang di Y Putusan Menit | terpublik
papan Ej - ATK asikan
pengumuman - Website.
dan website

9 | Mengirimkan - Salinan 120 [Tanda
salinan putusan Menit |terima
putusan dan - barang bukti pengiriman|
barang bukti - Buku Salinan
ke Kejaksaan Ekspedisi putusan

dan BB

10 | Penerimaan - Putusan 5 Tanda
putusan EH Perkara tilang | Menit | terima
perkara tilang - Buku

Ekspedisi
11 | Pengarsipan - Putusan 5 I Berita
Perkara tilang | Menit | Acara
dL) - Buku penyerah
Ekspedisi an
putusan
- Arsip

Halaman 2 dari 2



PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

KELAS IB
JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412
Kab. Kampar - Prop. Riau Telp/Fax. (0762)20043
email:pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Nomor SOP W4.U7/ 7 /SOP/PID/II/2019
Tgl. Pembuatan | 4 Februari 2019
Tgl. Revisi -
Refisi ke -
Tgl. Efektif 11 Februari 2019
Disahkan Oleh | KETUA PENGADILAN NEGERI

BANGKINANG KELAS IB

L]

LILIN HERLINA, SH, MH,

Nama SOP SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA\:\~

—

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3
Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
: 026/KMA/SKI/I1/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku |l
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

10. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. 81
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat
3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

Komputer
Printer
Buku Register |

O BN s

Alat Tulis Kantor (ATK)

nduk Perkara Pidana

Buku Register Perkara Pidana Banding

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapai

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 3




N - Pelaksana Mutu Baku
] Aktivitas Petugas Staf / Panmud
PSP | moant | Fdens | 4s 1usp | Panitera Pty | wakt | output | "
1 | Menerima Berkas perkara Persyaratan
gerr:;)honan ‘ } [ Putusan 10 Pemy:hr:nan
anding : IS\I:(at " wranlk Banding
- uasa (jika lengkap
ada)
2 | Membuat Akta | Berkas perkara Konsep
Pemyataan E - Putusan 10 | Ata
Banding - Surat Kuasa (ika | oo | Penyataan
ada) Banding
L ATK
3. | Mengoreksi - Berkas Perkara Konsep
dan Paraf Akta + Putusan Akta
Ya - Konsep Akta 10 Permnyataan
Pemyataan Menit | Banding
Banding yang telah
- ATK diparaf
4. | Menandatang - Berkas Perkara Akta Panitera
ani Akta - Putusan Pernyataan | menanda
Permyataan I Konsep Akta Banding tangani
Banding Pernyataan 10 akta
Banding yang telah Menit setelah
diparaf pemohon
menanda
tangani
akta
5 | Inputdata Akta Pernyataan Data
Permohcnan i‘r Banding Banding
Banding di - Putusan 15 terinput di
SIPP dan F ATK SIPP dan
dicatat dalam [ SIPP menit | tercatat
register - Register dalam
_register
6 | Membuat L Berkas Perkara Konsep
Laporan L Putusan Laporan
Banding - Akta Pernyataan 30 Permmohonan
Banding menit | Banding ke
L ATK Pengadilan
Tinggi
7 | Menandatang I Konsep Laporan Laporan
ani laporan Permohonan 5 Banding
banding Banding ke Menit
Pengadilan Tinggi
8 | Mengirim - Laporan Tanda bukti | Kirim lewat
Laporan Pemohonan 30 pengiriman |Pos dan
Banding EL‘ Banding Sl Email/Fax
- ATK
- Buku ekspedisi
9 | Pemberitahuan + Akta Permohonan Relaas
Pernyataan \ 4 Banding 60 pemberitahu
Banding I I L ATK menit | n banding
- Surat tugas
10 | input Relaas Data
Pemberitahuan ri pemberitahuan terinput
Banding di banding 10 dalam SIPP
SIPP dan - ATK menit g:.n tercatat
dicatat di - SIPP am
ister Register register
11 | Menerima Memori /kontra Memorikont
Memori/kontra l L'| banding ra banding
banding L Sofcopy g | lengkap
memori/kontra menit dibuat
memori banding rangkap
L ATK sesuai
- Register kebutuhan_
12 | Membuat L Memori /kontra Konsep
AktaTanda t 2 Tidak banding 30 akta tanda
terima Memori -l F ATK mank terima
{kontra 1 Register memori
Banding banding
13 | Penandatangan - Konsep akta tanda Akta tanda Setelah
an akta terima memori 10 terima di paraf
penerimaan 1a > /kontra banding menil memori oleh
memori /kontra + ATK /kontra Panmud
banding banding _ Pidana
14 | Input -Akta tanda terima Da;ta el
n memori/kontra terinpu
'I\)de:r::’r?fk:mra E3¢ banding 10 SIPP dan
Banding ke -Memori /kontra menit | tercatat di
SIPP dan banding register
dicatat datam -SIPP
_register -register

Halaman 2 dari 3




s Pelaksana Mutu Baku

No Aktivitas etugas Staf / Panmud Persyaratan/ Ket.

PTSP | Mejall | Pidana|S/JSP | Panitera [ KPN Pem}"mmn Waktu |  Output

15 | Pemberitahuan - Akta tanda Relaas
dan Penyerahan Q terima  /kontra pemberitahuan
Memori /kontra Arj memori 15 dan
Banding serta = banding i [penyerahan
input relas - Memori/kontra R emorikontra
pemberitahuan banding banding

- ATK
16 | Pencatatan - Relaas Data
dalam register pemberitahuan pemberitah
E"L dan uan dan
— penyerahan penyerahan
memori /kontra memori
banding 10 fkontra
- Register menit | banding
- SIPP terinput
- ATK dalam SIPP
dan tercatat
dalam
register

17 | Mempelajari - Berkas perkara Akta telah
Berkas - putusan 15 mempelajari
Perkara menit | berkas

perkara

18 | Menyusun dan - Berkas perkara Konsep
membuat y (bundel A dan surat
Surat | L-'l bundel B) 50 pengantar
Pengantar - Softcopy menit pengiriman
Pengiriman putusan berkas
berkas - ATK banding
banding

19 | Menanda Konsep surat Surat
tangani Surat pengantar pengantar
Pengantar pengiriman berkas pengiriman
Pengiriman banding 10 berkas
berkas menit | banding
banding yang sudah

ditanda
tangani _

20 | Mengirim y - Berkas perkara Tanda bukti | Paling
berkas Ej (bundel A & | o, | pengiman | lambat
Banding bundel B) menit berkas

- surat pengantar dikirim
- ATK 14 hari |

21 | Input Surat - surat pengantar Data telah
Pengantar di LL pengirman terinput di
SIPP dan | berkas banding 10 SIPP dan
mencatat - Register menit | tercatat di
dalam register - SIPP register

- _ATK

22 | Arsip berkas - Putusan Arsip
perkara :V: - akta-akta tersimpan
banding di - memori dan 10 sebagai arsip
simpan di kontra memori | menit | aktif di
arsip aktif banding Kepaniteraan

Pidana

Halaman 3 dari 3



PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

KELAS IB
JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412

Kab. Kampar - Prop. Riau Telp/Fax. (0762)20043
email:pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Nomor SOP W4.U7/ 8 /SOP/PID/II/2019
Tgl. Pembuatan | 4 Februari 2019
Tgl. Revisi -
Refisi ke .
Tgl. Efektif 11 Februari 2019
Disahkan Oleh | KETUA PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG KELAS IB
LILIN HERLINA, SH, MH,
Nama SOP SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM BANDING

PEMILU

DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS! PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana

4. Undang-Undang Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2013
tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu

6. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

7. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun
2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan.

8. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

9. Surat Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

13. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. $1

2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat
3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

Komputer
Printer

OhON =~

Alat Tulis Kantor (ATK)

Buku Register Induk Perkara Pidana
Buku Register Perkara Pidana Banding

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapai

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 3




“ —— Pelaksana Mutu Baku Ket.
o Petugas Staf / Panmud Persyaratan/
PTSP Mejall | Pidana | JS/JSP | Panitera | KPN fort e}; gkapsn | Wektu [ Output
1 | Menerima -Berkas perkara Persyaratan
g:::'t::;onan ( } -Putusan Permohonan
-ATK Banding
-Surat Kuasa (jika 10 lengkap
ada) menit
-Tenggang waktu
banding 3 hari kerja
setelah putusan
2 | Membuat Akta -Berkas perkara Konsep
Pernyataan j‘—m -Putusan 10 | Akt
Banding -Surat Kuasa (jika Pemyataan
ada) Monit Banding
-ATK
3. | Mengoreksi -Berkas Perkara Konsep
dan Paraf Akta -Putusan Akta
Ya | J/ -Konsep Akta 10 | Peryataan
Permyataan Menit | Banding
Banding yang telah
-ATK diparaf
4. | Menandatang -Berkas Perkara Akta Panitera
ani Akta -Putusan Pernyataan | menanda
Pernyataan -Konsep Akta Banding tangani
Banding Pernyataan 10 akta
Banding yang telah Menit setelah
diparaf pemohon
menanda
tangani
akta
5 | Input data y -Akta Pemyataan Data
Permohonan ﬁ Banding Banding
Banding di -Putusan terinput di
SIPP dan -ATK 15 | SIPP dan
dicatat dalam -SIPP ment | tercatat
register -Register dalam
register
6 | Membuat -Berkas Perkara Konsep
Laporan oy -Putusan Laporan
Banding -Akta Peryataan 30 Permohonan
Banding menit | Banding ke
-ATK Pengadilan
Tinggi
7 | Menandatang 3 -Konsep Laporan Laporan
ani laporan r-l | Permohonan 5 Banding
banding Banding ke Menit
Pengadilan Tinggi
8 | Mengirim -Laporan Tanda bukti | Kirim lewat
Laporan L| Permohonan 30 pengiriman | Pos dan
Banding | I Banding 4 Email/Fax
-ATK menit
-Buku ekspedisi
9 | Pemberitahuan -Akta Permohonan Relaas
Pernyataan I'J Banding 60 | pemberitahua
Banding I -ATK menit | n banding
-Surat tugas
10 | input -Relaas Data
Pemberitahuan J'Jj pemberitahuan terinput
Banding di banding 10 dalam SIPP
S i o | S
register -Register register
11 | Menerima L -Memori /kontra Memori/kont
Memori/kontra I ey banding ra banding
banding -Sofcopy 5 lengkap
memori/kontra HirE dibuat
memori banding rangkap
-ATK sesuai
-Register kebutuhan
12 | Membuat -Memori /kontra Konsep
AktaTanda ELL Tidak banding 30 taekr:a tanda
terima Memori pd -ATK ma
/kontra -Register menit bm%;ﬂ&
Bandin, al
13 | Penandatangan -Konsep akta tanda Akta tanda Setelah
an akta terima memori 10 terima di paraf
penerimaan Yo fkontra banding menit memori oleh
memori /kontra \ -ATK /kontra Panmud
banding banding _ Pidana
14 | Input -Akta tanda terima Data
penerimaan E'ﬂ‘ memorikontra terinput di
Memori el banding SIPP dan
/kontra -Memori /kontra 10 tercatat di
Banding ke banding menit | register
SIPP dan -SIPP
dicatat dalam -register
ister

Halaman 2 dari 3




N —_— Pelaksana Mutu Baku Ket.
L tas Petugas Staf/ Panmud Persyaratan/
PTSP Meja il Pidana JS/JSP | Panitera | KPN Perlengkapan Waktu
15 [Pemberitahuan -Akta tanda terima
dan Penyerahan /kontra  memori
Memori /kontra o banding 15
Banding serta 'll:.j -Memori/kontra menit
input relas banding
emberitahuan -ATK
16 | Pencatatan -Relaas
dalam register pemberitahuan
dan penyerahan
m‘ memori /kontra
banding 10
-Register menit
-SIPP
-ATK
17 | Mempelajari -Berkas lah
Berk:s ] r‘l I -putusanpemara 15 Ir:ikteran::e;jari
Perkara menit lberkas perk
18 Meny;ssutn dan -Berkas perkara Konsep surat
membua A (bundel A dan pengantar
Surat I L|| bundel B) 50 pengiriman
Pengantar -Softcopy putusan it berkas
Pengiriman -ATK s banding
berkas
banding
19 | Menandatang Konsep surat Surat
ani Surat pengantar pengantar
Pengantar pengiriman berkas 10 iriman
Pengiriman banding it berkas
berkas o banding yang
banding udah
ditandatangani
20 | Mengirim -Berkas perkara Tanda bukti | Paling
berkas E j {bundet A & 60 engiriman lambat
Banding bundel B) menit berkas
-surat pengantar dikirim
-ATK 14 hari
21 | Input Surat -surat pengantar Data telah
Pengantar di y pengirman berkas rinput di
SIPP dan I 1 banding 10 |SIPP dan
mencatat -Register menit [tercatat di
dalam register -SIPP register
-ATK
22 | Arsip berkas -Putusan rsip
perkara -akta-akta ersimpan
banding di -memori dan kontra 10 bagai arsip
simpan di memori banding menit |aktif di
arsip aktif Kepaniteraan
Pidana

Halaman 3 dari 3




PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

KELAS IB
JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412
Kab. Kampar - Prop. Riau Telp/Fax. (0762)20043
email:pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Nomor SOP W4.U7/ 9 /SOP/PID/11/2019
Tgl. Pembuatan | 4 Februari 2019
Tgl. Revisi -
Refisi ke -
Tgl. Efektif 11 Februari 2019
Disahkan Oleh | KETUA PENGADILAN NEGERI

BANGKINANG KELAS IB

ILIN HERLINA, SH, MH,

Nama SOP SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun
2014 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang dokumen

elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi/PK.

6. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/V/2007 tentang Pemberiakuan Buku 1
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

8. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3
Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

9. Surat Kedokumen elektronik Ketua Mahkamah
Agung Nomor : 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

12. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. $1

2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat
3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

Komputer
Printer

PG N

Alat Tulis Kantor (ATK)

Buku Register Perkara Pidana Kasasi

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapai

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Staf / Panmud
PTSP | Mejall | Pidana | S/JSP | Panitera | kpN | Fersvetstan | wagy | ouput | MOt
1 | Menerima - Berkas perkara Persyaratan { Dokumen
Permohonan - ATK Permmohonan)| elektronik
Kasasi ( } - Surat Kuasa Kasasi sebagali
(jika ada) 10 |lengkap mana
menit dimaksud
dalam
SEMA
e No.1/2014
embual LL Tidak - Berkas perkara Konsep
Pernyataan C - Dokumen Akta
Kasasi — elektronik 10 | Pemyataan
- Surat Kuasa | Menit | Kasasi
(jika ada)
- ATK
3. I\Pﬂengmsi dan - Berkas Perkara Konsep
ara - Dokumen Akta
pemy?taan Ya elektronik 10 Pernyataan
kasasi - Konsep Akta Menit Kasasi yang
Pemyataan telah diparal
Kasasi 7
- ATK
4. | Menandatangani - Berkas Perkara Akta Panitera
Akta Pernyataan - Dokumen Pemyataan | menanda
Kasasi elektronik Kasasi tangani
- Konsep Akta 5 akta
Pernyataan Menit setelah
Kasasi  yang pemohon
telah diparaf menanda
tangani
akta
5 | Input data - Akta Data
Permohonan Pernyataan Kasasi
Kasasi di SIPP Kasasi 15 terinput di
dan dicatat - Dokumen nit SIPP dan
dalam register elektronik i tercatat
- ATK dalam
- _Register register
6 | Membuat - Berkas Perkara Konsep
Laporan Kasasi - Dokumen Laporan
L. elektronik 30 Permohonan
- Akta menit Kasasi ke
Pernyataan Mahkamah
Kasasi IAgung
- ATK
7 | Menandatangani - Konsep Laporan
laporan kasasi Laporan Pernyataan
'Jl I Pemohonan 10 Kasasi
Kasasi ke Menit
Mahkamah
Agung
8 | Mengirim - Laporan Tanda bukti | Kirim
Laporan EH Pernyataan pengiriman | lewat Pos
Pernyataan Kasasi 30 dan
Kasasi - Barcode menit Email/Fax
- ATK
-__Buku ekspedisi
9 | Pemberitahuan - Akta Relaas
Pernyataan |J pernyataan 60 pemberita
Kasasi Kasasi menit huan
- Surat tugas kasasi
- ATK
10 | Input - Relaas Data
Pemberitahuan Et-‘ pemb?ritahuan ;erlinput
Kasasi di SIPP kasas alam
dan dicatat di - SIPP o | SiPP dan
register - Register gsr;atal
- ATK alam
register
11 | Menerima - Memori kasasi Memori
Memori /kontra _E_j - Register kasasi
memori Kasasi - Softcopy lengkap
5_ memori kasasi 5 dibuat
- ATK menit | rangkap
sesuai
kebutuhan

Halaman 2 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas Staf / Panmud Persyaratan/
PTSP Meja I Pidana JS/JSP | Panitera | KPN Perlengkapan Waktu Output
12 | Membuat - Memori kasasi Konsep akta
AktaTanda - softcopy memori tanda terima
terima Memori/ kasasi 30 I memori kasasi
kontra memori Tidak . Register menit
Kasasi - -ATK
13 Permatangan - Konsep akta tanda Akta tanda
an terima memori terima memori
penerimaan Ya kasasi 10 it kasasi
memori / kontra e
memori kasasi
14 | Input - Akta tanda terima Data terinput di
penerimaan memori kasasi SIPP dan
Memori Kasasi E_F - Memori kasasi 10 |tercatat di
ke SIPP dan - SIPP menit |register
dicatat dalam - Register
register
15 | Pemberitahuan - Akta tanda terima Relaas
dan memori kasasi 15 pemberitahuan
Penyerahan I l - Memori kasasi meakt dan
Memori / kontra " - ATK penyerahan
memori Kasasi memori kasasi
16 | Input Relaas - Relaas Data
Pemberitahuan pemberitahuan dan pemberitahuan
dan E‘L penyerahan memori dan
Penyerahan - kasasi 10 penyerahan
Memori / kontra -ATK menlt memori kasasi
memori Kasasi - Register terinput dalam
di SIPP dan - SIPP SIPP dan
dicatat di tercl:tat dalam
_register register
17 | Pemberitahuan - Blanko Relaas
untuk *'rl_ l pemberitahuan 60 pemberitahuan
mempelajari untuk mempelajari wenk untuk
mma berkas ?ee'kmpelajaﬁ
a as
18 | Input Relaas Relaas Data terinput
untuk ’.pemberitahuan dalam SIPP
mempelajari L'I untuk mempelajari 10 dan tercatat
berkas di SIPP I I berkas ment dalam register
dan dicatat - Register
dalam register - S!r;
-A
19 | Mempelajari A - Berkas perkara 10 Akta telah
Berkas Perkara I—I l - dokumen elektronik menk mempelajari
berkas perkara
20 | Mengupload - dokumen elektronik Dokumen
dokumen j - SIPP MA elektronik
elektronik dalam 30 |terupload
direktori menit | dalam direktori
dokumen dokume& =
elektronik elektron
21 | Menyusun dan - Berkas perkara Konsep surat
membuat Surat LL (bundel A dan 30 pengantar
Pengantar E bundel B) menkk pengiriman
Pengiriman - - barcode berkas kasasi
berkas kasasi _ - ATK ke MA
22 | Penandatangan Konsep surat Surat
an Surat Ya pengantar pengantar
Pengantar pengiriman berkas 10 |pengiriman
Pengiriman kasasi menit |berkas kasasi
berkas kasasi yang sudah
ditandatangani
23 | Mengirim Berkas perkara Tanda bukti Paling
berkas Kasasi E!E] gundel A & bundel pengiriman ::::kbat
as
- surat pengantar mi?ut dikirim
- barcode 14 hari
- Softcopy berkas
-ATK
24 | Input Surat - surat pengantar Data telah
Pengantar di pengirman berkas terinput di
SIPP dan h kasasi 10 |SIPP dan
mencatat dalam i' - Register menit |tercatat di
register - i!'l_’: register
32 | Arsip berkas - dokumen elektronik Arsip
perkara kasasi - akta-akta tersimpan
di simpan di ‘ ) - memori dan kontra 10 sebagai arsip
arsip aktif memori kasasi menit | aktif di
Kepaniteraan
Pidana

Halaman 3 dari 3




PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

KELAS IB
JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412
Kab. Kampar - Prop. Riau Telp/Fax. (0762)20043
email:pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Nomor SOP

W4.U7/ 10 /SOP/PID/11/2019

Tgl. Pembuatan

4 Februari 2019

Tgl. Revisi -
Refisi ke -
Tgl. Efektif 11 Februari 2019
Disahkan Oleh | KETUA PENGADILAN NEGERI

BANGKINANG KELAS IB

ﬁ_‘__——

LILIN HERLINA, SH, MH,

SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN
Nama SOP

KEMBALI

DASAR HUKUM :

~————

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI

5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2014 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang dokumen

elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi/PK.

6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

7. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

8. Surat Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

9. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3
Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

10. Surat Kedokumen elektronik Ketua Mahkamah
Agung Nomor : 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

13. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. S1

2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

. Alat Tulis Kantor (ATK)

1
2. Komputer
3. Printer
4

. Buku Register Perkara Pidana PK

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapai

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas | Staf/ | Panmud| JS/ | Panit Persyaratan/ | Waktu | Output | Ket.
PTSP_| Mejall | Pidana | JsP | era | PP | Hakim | KPN | porigngkapan

1 | Menerima - Permohonan Permohonan
Permohonan Peninjauan PK perkara
dan memori Kembali 10 [pidena
PK - surat kuasa | o

(jika ada)
- ATK
- Softcopy

2 | Membuat Akta - permohonan Konsep Akta
Pernyataan jm PK pernyataan
PK pidana - ATK ML?\R PK pidana

3. | Mengoreksi - rmohonan Konsep akta
dan Paraf Akta L > g?( pemya‘:aan

- Konsep akta 10 |PK pidana
pernyataan Menit |yang diparaf
PK pidana

- _ATK

4. | Menanda - Konsep akta IAkta
tangani Akta pernyataan 10 pernyataan
Pemnyataan PK PK  pidana Menit PK Pidana

yang di paraf

- ATK

5§ | Input data - Akta Data terinput
Permohonan pernyataan i SIPP dan
PK di SIPP 9 PK Pidana ercatat
dan dicatat Y. - Permohonan 10 |dalam
dalam register E PK menit |register

- Register

- SIPP

- ATK

6 | Meneliti Tidak /\ - Berkas [Berkas
kelengkapan Perkara yang perkara
berkas NS disjukan PK Lengkap
perkara Akta 30
Gigjukan PK_ ) T

pemyataan
PK
J - _Memori PK

7 | Penunjukan - Berkas enetapan
Hakim/Majelis Perkara yang penunjukan
Hakim melalui diajukan PK 55 :n:]ell:thaklm
SIPP - Akta erinp!

pemyataan menit |dalam SIPP
PK

- Memori PK

- _SIPP

8 | Penunjukan - Berkas Penetapan
PP melalui JJ Perkara yang penunjukan
SIPP diajukan PK PP terinput

- Akta 20 |dalam SIPP
pernyataan menit
PK

- Memori PK

- _SIPP

9 | Mencatat - Berkas Data telah
penunjukan Perkara yang tercatat
maijelis hakim e diajukan PK dalam
dan PP dalam - Akta 10 [Register
register gc‘a(myataan mentt

- Memori PK

- Register

- ATK

10 | Menerima - Berkas Tanda terima
penyerahan ﬁ Perkara yang jpenyerahan
berkas digjukan PK berkas
perkara - Akta perkara

pernyataan 10
PK menit

- Memori PK

- Register

- Buku
Ekspedisi -

11 | Penetapan - Berkas etapan
Hari Sidang _Ll"j Perkara hari sidang
melalui SIPP - SIPP 5

‘E menit

Halaman 2 dari 3




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Petugas | Staf/| Panmud | JS/ Persyaratan/ Ket.
PTSP | Mejall| Pidana | Jsp | Panitera| PP | Hakim | KPN | SZEEVEICED | Waktu | Output
12 | Menerima - Berkar Penetapan
berkas Perkara hari sidang
perkara PK 5 dan memori
menit | PK
13 | Pemanggilan - Penetapan Relas
53’3 Pihak L_| hari sidang panggilan
P‘e'r'lyerahan I I ’ beﬁas =
: perkara 120 penyerahan
memori PK - memori PK memori PK
kepada menit
termohon PK
14 | Proses o - Berkas ?
Persidangan perkara emeriksaan
dan - memori PK 120 danBA
pembuatan - Relas menit [Pendapat
berita acara panggilan dan
pendapat penyerahan
memori PK
15 | Penyusunan - Berkas Berkas
berkas 1 perkara PK 30 | perkara
perkara PK menit
16 | Mengupload - Dokumen 30 Dokumen
dokumen elektronik yang | menit | elektronik
elektronik dimohonkan Pﬁ terupload
yang - Akta dalam
dimohonkan pernyataan direktori
PK dalam PK dokumen
direktori - memori PK elektronik
dokumen MA
elektronik
17 | Menyusun dan - Berkas Konsep
membuat perkara surat
surat (bundel A dan 30 pengianm:‘a:
pengantar bundel B) pen n
pengiriman 1_"_-" S - barcode menit berkas PK
berkas PK ke rI - ATK ke MA
MA
18 | Penandatanga Konsep surat Surat
nan surat pengantar pengantar
pengantar Ya pengiriman 30 | pengiriman
pengiriman PK berkas PK ke Pl berkas PK
ke MA MA yang sudah
ditanda
tangani
19 | Input Surat - surat Data telah
Pengantar di pengiantar tst:.lrg;,p\ét di
SIPP dan pengirman an
mencatat Lt bekasPK | 10 | tercatat i
dalam register - gieg;ﬂer register
- ATK
20 | Mengirim - Berkas Tanda bukti
berkas PK perkara pengiriman
ELI (bundel A &
bundel B) 60
- surat menit
pengantar
- barcode
- ATK
21 | Arsip berkas - dokumen Arsnp
perkara PK di A elektronik tersimpan
simpan di - akta-akta sebagal arsip|
arsip aktif - memori dan aktif di
kontra 10 Kepaniteraan
memori PK il Pidana
- salinan BA
sidang
pemeriksaan
PK dan BA
pendapat

Halaman 3 dari3




PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

KELAS IB
JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412
Kab. Kampar - Prop. Riau Telp/Fax. (0762)20043
email:pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Nomor SOP

W4.U7/ 11 /SOP/PID/11/2019

Tgl. Pembuatan

4 Februari 2019

Tgl. Revisi -

Refisi ke -

Tgl. Efektif 11 Februari 2019

Disahkan Oleh | KETUA PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG KELAS IB
LILIN HERLINA, SH, MH,

Nama SOP SOP PERMOHONAN GRASI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Rl

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002
tentang Grasi

6. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Kesekretariatan Peradilan

7. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R! Nomor 3
Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Nomor
026/KMA/SK/I/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

11. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. 81

2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

Komputer
Printer

T N

Alat Tulis Kantor (ATK)

Buku Register Perkara Pidana Banding

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapai

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 2




[ Pelaksana Mutu Baku Kt
No| Aktivitas Petugas Staf / “Panmud Persyaratan/
PTSP | Mejall | Pidana HII0R Ponitera | poriangkapan | Yok | Output
1 | Penerimaan -permohonan Pemohonan
Pemohonan ‘ ; ;rasi grasi
Grasi -putusan yang 10 | lengkap
dimohonkan grasi menit
-surat kuasa (jika
ada)
-ATK
2 | Pembuatan -permohonan Konsep Akta
Akta L | Tidak grasi Permohonan
permohonan _I* -putusan yang 10 | Grasidari
Grasi dari dimohonkan grasi| . | terpidana
terpidana -surat kuasa (jika [ ™©
ada)
-ATK
3 | Koreksi dan Ya Konsep Akta Konsep Akta
pemberian .<> Permohonan 10 permohonan
paraf Grasi dari mani grasi yang
terpidana sudah
diparaf
4 | Penandatang Konsep Akta Akta
anan Akta J'j permohonan 5 permohonan
permohonan " grasi yang menit | grasi
rasi sudah diparaf
5 | Pemintaan -Akta permohonan Surat
keterangan JJ grasi keterangan
tentang -surat permintaan 30 tentang
terpidana i— keterangan menit | terpidana
kepada dari Lapas
Kalapas
6 | Input data -Akta permohonan Data telah
permohonan grasi terinput
Grasi di SIPP -ATK 20 dalam SIPP
dan dicatat di -Register el dan dicatat
Register -SIPP " dalam
Grasi register
7 | Menyusun -Berkas perkara Konsep
dan membuat (bundel A dan surat
Surat - bundel B) 30 pengantar
Pengantar E Tidak -ATK menit | pengiriman
Pengiriman . berkas grasi
berkas grasi ke MA
8 | Mengoreksi Konsep surat Surat
dan pengantar pengantar
menandatang Ya > pengiriman 10 |pengiriman
ani Surat berkas grasi ek berkas grasi
Pengantar yang sudah
Pengiriman ditandatangani
berkas grasi
9 | Mengirim - surat pengantar Tanda bukti
berkas Grasi e - ATK mi?ﬂt pengiriman
10 | Input Surat - surat pengantar Data telah
Pengantar di y pengirman terinput di
SIPP dan | L berkas grasi 10 SIPP dan
mencatat - Register menit tercatat di
dalam - SIPP register
register -ATK
11 | Arsip berkas - putusan Arsip
perkara grasi - akta-akta tersimpan
di simpan di db - permochonan sebagai arsip
arsip aktif grasi 10 |aktifdi
- surat keterangan | menit |Kepaniteraan
tentang Pidana
terpidana dari
Lapas

Halaman 2 dari 2




PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

KELAS IB
JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412
Kab. Kampar - Prop. Riau Telp/Fax. (0762)20043
email:pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Nomor SOP W4.U7/ 12 /ISOP/PID/1I/2019

Tgl. Pembuatan | 4 Februari 2019

Tgl. Revisi -

Refisi ke -

Tgl. Efektif 11 Februari 2019

Disahkan Oleh | KETUA PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG KELAS IB
LILIN HERLINA, SH, MH,

Nama SOP SOP PERMOHONAN PRAPERADILAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI

5. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3
Tahun
1998 tentang Penyelesaian Perkara

7. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 4 Tahun 2016
tentang Larangan PK tehadap Putusan Praperadilan

8. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku |l
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

9. sSurat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

12. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. S1-Hukum
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer

3. Printer

4. Buku Register Perkara Pidana

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapai

Berkas Perkara Pidana Praperadilan

Halaman 1 dari 3




. i N Pelaksana Mutu Baku Ket
o vitas | Petugas| Staf/ | Panmud | Panmud Persyaratan/
PTSP | Mejall | Pidana | Hukum - rE [Helim; Paniees| Py Periengkapan V- | Supe
1 |Menerima L Permohonan Berkas
berkas _J¢ ~Thiak Praperadilan permohonan
Permohonan L Surat kuasa jika yang
10
praperadilan ada i |lengkap
L Ceklist s
kelengkapan
berkas
2 [Meneliti - Permohonan Ceklist telah
kelengkapan Ya Praperadilan ditanda
permohonan L Surat kuasa jika 2 ngani
pra peradilan ada 0
dan membuat L Ceklist s
nda terima kelengkapan
berkas
3 |Input data di + Permohonan Data terinput
IPP dan rL Praperadilan kedalam
ncatat —d - Surat kuasa jika 10 SIPP dan
alam register ada it ercatat
| Ceklist ment  kedatam
kelengkapan register
berkas
4 |Menunjuk - Berkas Penetapan
Hakim melalui - ATK 20 unjukan
SIPP tj - SIPP menit {Hakim
5 |Menunjuk . Berkas Penetapan
Panitera - ATK penunjukan
Pengganti - SIPP 20 |Panitera
melalui SIPP I le- - Penetapan menit |[Pengganti
W™ penunjukan
hakim
6 [Mencatat t Berkas Data tercatat
penunjukan E - ATK dalam
Hakim dan - Penetapan register
Panitera penunjukan 10
Pengganti Hakim it
kedalam . Penetapan e
register penunjukan
Panitera
Pengganti
7 [Menerima - Berkas perkara JWI”enetapan
Berkas pra peradilan hari sidang
Dan Membuat L ATK 15
Penetapan ﬂ - SIPP menit
Hari sidang
melalui SIPP
8 |Penerimaan [ - Berkas perkara 5 |Berkas
berkas menit [Perkara
9 |[Panggilan L..| - Berkas perkara Relaas
sidang E pra peradilan 120 panggilan
L ATK menk sidang
+ Penetapan hari
sidang
10 |Melaksanakan - Berkas perkara EA Sidang
Proses | pra peradilan
Persidangan - ATK 7
- Penetapan hari Hari
sidang Kerja
L Relaas
panggilan
sidang
11 |Pengucapan - BABetkassmperkara 60 Putusan
utusan - ng
i - Putusan Menit
12 |input putusan - Putusan Putusan
kedalam SIPP - SIPP 60 (terinput
Menit |kedalam
SIPP
13 {Menginput - Putusan 30  {Amardan
amar dan - SIPP Menit |tanggal
tanggal putusan
putusan lengkap
kedalam SIPP
14 |Menginput - Pertimbangan 60 Pertimbang
pertimbangan Hukum Menit |an Hukum
hukum dan e- | Putusan dan
doc kedalam - SIPP e-doc
SIPP putusan
_ lengkap
15 |Menerima - Berkas Perkara Tanda terima
berkas dan Putusan 15 inutasi
‘minutasi dari - Ceklist menit
Panitera - Buku Ekspedisi
Pengganti

Halaman 2 dari 3




No| Aktivitas

Pelaksana

Petugas
PTSP

Staf /
Meja Il

Panmud
Pidana

Panmud
Hukum

Js

PP

Hakim

Panitera

KPN

Persyaratan/
Perlengkapan

16 |input data di
SIPP dan

- Berkas Perkara
dan Putusan

. Register

- SIPP

L ATK

-

L Berkas Perkara
dan Putusan

t ATK

- Register

SIPP

Halaman 3 dari 3

Mutu Baku




PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

KELAS IB

JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412
Kab. Kampar - Prop. Riau Telp/Fax. (0762)20043
email:pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Nomor SOP

W4.U7/ 13 ISOP/PID/11/2019

Tgl. Pembuatan | 4 Februari 2019
Tgl. Revisi -
Refisi ke -
Tgl. Efektif 11 Februari 2019
Disahkan Oleh | KETUA PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG KELAS IB
LILIN HERLINA, SH, MH,
SOP PERMINTAAN PERMOHONAN
Nama SOP PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK

DAN PU PASAL 29 AYAT (2) DAN AYAT (3)

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :
026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar  Pelayanan
Peradilan

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

8. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. S1-Hukum

2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2.  SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat
3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

. Alat Tulis Kantor (ATK)

1
2. Komputer
3. Printer
4

. Buku Register Penahanan

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapai

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku Ket.

No Aktivitas Petugas Staf Panmud Panitera KPN / Persyaratan/ Waktu Output

PTSP Pidana WKPN Perlengkapan
1 | Menerima ‘Permohonan Tanda
oho 10
permohonan D— ::g;( lampirannya ment Terima

2 | Meneliti Permmohonan Pemohonan
kelengkapan dan lampiranya lengkap
permohonan Ya ,< Tanda terima 5

pcmhonan menit
kelengkapan
berkas _

3 | Membuat Permohonan Konsep
Penetapan lengkap Penetapan
perpanjangan E+j¢. Yok ATK 15
penahanan menit

4 | Mengoreksi Yai o Konsep Penetapan
dan memaraf TN penetapan 5 yang sudah
konsep menit diparaf
penetapan Panmud

Pidana

5 | Koreksi dan Penetapan yang Penetapan
Paraf Ya| sudah  diparaf 5 yang sudah
Penetapan Panmud Pidana menit diparaf oleh
perpanjangan Panitera
penahanan

6 | Menandatanga Penetapan yang Penetapan
ni sudah  diparaf 5 yang sudah
perpanjangan Panmud Pidana | menit | ditanda
penahanan dan Panitera tangan

7 | Mencatat Penetapan yang Tercatat
kedalam sudah ditanda kedalam
Register iL.ll tangan 15 | Register
perpanjangan menit
penahanan

8 | Pengiriman Penetapan 10 Tanda bukti
penetapan Buku Ekspedisi Menit | pengiriman
perpanjangan
penahanan I'JH

9 | Penyimpanan Berkas Penetapan
arsip permohonan dan 10 perpanjangan
penetapan A penetapan Menit penahanan
perpanjangan perpanjangan tersimpan
penahanan penahanan dalam arsip

Halaman 2 dari 2




Nomor SOP W4.U7/ 14 /SOP/PID/11/2019
Tgl. Pembuatan | 4 Februari 2019
Tgl. Revisi -
Refisi ke -
Tgl. Efektif 11 Februari 2019
Disahkan Oleh | KETUA PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG KELAS IB
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
KELAS IB '
JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412
Kab. Kampar - Prop. Riau Telp/Fax. (0762)20043
email:pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id LILIN HERLINA, SH, MH,
SOP PERMINTAAN PERMOHONAN
Nama SOP PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PU
BERDASARKAN PASAL 25
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 1. S1-Hukum

Kekuasan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar  Pelayanan
Peradilan

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

8. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Printer

Buku Register Penahanan

PN

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapai

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 2




. Pelaksana Mutu Baku
Aktivitas Petugas Panmud KPN/ Persyaratan/
PTSP i Pidana | "2"8™ | \wipN | Perlengkapan | VoKW i
Menerima - Permohonan Tanda Terima
rmohonan ( . Tidak 10
pe ) :BT?( lampirannya it
Meneliti - Pemmohonan Pemohonan
kelengkapan va| ./ dan lampiranya lengkap
permohonan "N\ - Tanda terima
permohonan 5 it
- Ceklist o
kelengkapan
berkas
Membuat - Pemohonan Konsep
Penetapan Eﬁ‘_ lengkap 15 Penetapan
pemt:‘njangan —Mi - ATK menit
penahanan N
Mengoreksi - Konsep Penetapan yang
dan memaraf Ya < penetapan 5 sudah diparaf
ko::o;: TN menit | Panmud Pidana
pe pan
Koreksi dan - Penetapan yang Penetapan yang
Paraf sudah  diparaf 5 sudah diparaf
Penetapan __Ya Panmud Pidana mnenll Panitera
perpanjangan
penahanan
Menandatanga - Penetapan yang Penetapan yang
ni sudah  diparaf 5 sudah ditanda
perpanjangan Panmud Pidana | menit | tangani
penahanan dan Panitera
Mencatat - Penetapan yang Tercatat kedalam
kedalam ‘LI sudah ditanda Register
Register I tangani 15
perpanjangan menit
penahanan
Pengiriman y - Penetapan Tanda bukti
penetapan Ej - BukuEkspedisi | | pengiiman
perpanjangan Menit
penahanan
Penyimpanan - Berkas Arsip
arsip Y permohonan dan 10 perpanjangan
penetapan < ) penetapan Menit penahanan
perpanjangan perpanjangan tersimpan
penahanan penahanan

Halaman 2 dari 2




PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

KELAS IB
JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412
Kab. Kampar - Prop. Riau Telp/Fax. (0762)20043
email:pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Nomor SOP

W4.U7/ 15 /SOP/PID/11/2019

Tgl. Pembuatan | 4 Februari 2019
Tgl. Revisi -
Refisi ke -
Tql. Efektif 11 Februari 2019
Disahkan Oleh | KETUA PENGADILAN NEGERI

BANGKINANG KELAS IB

[ 4

LILIN HERLINA, SH, MH,

Nama SOP SOP PERMOHONAN WIN PERSETUJUAN BESUK

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

2.

9.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan KUHAP

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan &
Kesekretariatan Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

10. S2-Hukum
11. S1-Hukum

12. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1.

2

SOP Penyelesaian Perkara Pidana
. SOP Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan
Keuangan

. Alat Tulis Kantor (ATK)

1

2. Komputer
3. Printer
4. SIPP

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak

a

kan berjalan dengan baik

Halaman 1 dari 2




Pelaksanaan Mutu Baku
No Aktivitas Staf kapa- Panitera
niteraan Muda Majelis
Petgas | Pidana / | Pidana/ | Panitera | Hakim/ | Fersyamtan/ | weu, | output
Tipikor/ Tipikor/ Hakim e
Perikanan | Perikanan
1 Menerima surat Permohonan - Pemmohonan Permohonan
izin besuk dari Pemohon < > Izin besuk 5 izin besuk
menit lengkap
2 | Membuat izin besuk - ATK Konsep surat
- Data SIPP Izin besuk
- Permmohonan
e izin besuk m1e?\it
3 Memn?oreksl dan memberikan Konsep surat Surat izin
pa 1zin besuk 10 besuk yang
- Menit | sudah diparaf
4 | Penandatanganan Penetapan - Permohonan Penetapan
izin besuk - ATK Izin besuk
- Suratizin 5 yang sudah di
besuk yang menit | tandatangani
sudah diparaf
§ | Menyerahkan Penetapan izin - Penetapan Tanda terima
besuk kepada Pemohon 9’ Izin besuk penyerahan
< >~ yang sudah di 5 surat izin
tandatangani | menit | besuk kepada
- Buku pemohon
Ekspedisi

Halaman 2 dari 2




PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

KELAS IB
JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412

Kab. Kampar - Prop. Riau Telp/Fax. (0762)20043
email:pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Nomor SOP

W4.U7/ 16 /SOP/PID/11/12019

Tgl. Pembuatan | 4 Februari 2019
Tgl. Revisi -
Refisi ke -
Tgl. Efektif 11 Februari 2019
Disahkan Oleh | KETUA PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG KELAS IB
LILIN HERLINA, SH, MH,
SOP PERMINTAAN PERMOHONAN
Nama SOP PERPANJANGAN PENAHANAN KE PENGADILAN

TINGGI PASAL 29 AYAT (1)

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

2

8.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :
026/KMA/SK/1/12012 tentang Standar  Pelayanan
Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. S1-Hukum

2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Komputer
Printer

bt -

Alat Tulis Kantor (ATK)

Buku Register Penahanan

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapai

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas PP Panmud Panitera Hakim KPN / Persyaratan/ Waktu Output Ket.
Pidana WKPN Perlengkapan
1 | Membuat Berkas perkara Konsep
permohonan Tidak Penetapan permohonan
perpanjangan ‘ _,-' penahanan perpanjangan
penahanan ke Majelis Hakim dari Ketua
PT melalul KPN Penetepan 10 Majelis
perpanjangan menit
penahanan oleh
KPN
Buku Ekspedisi
ATK
2 | Mengoreksi Konsep Pemmohaonan
konsep Ya J\ permohonan perpanjangan
permchonan V perpanjangan 10 dari Ketua
perpanjangan berserta berkas | menit | Majelis
dan memberi perkara
paraf
3 | Menandatangani surat surat
surat IJ permohonan permohonan
pemmohonan j perpanjangan 10 perpanjangan
perpanjangan penahanan yang menilt penahanan
penahanan ke sudah diparaf yang sudah
PT. ditandatangani
4 | Membuat surat Permohonan Konsep surat
pengantar ﬁj perpanjangan 10 permohonan
permohonan ke berkas perkara Menit | ke PT.
PT
5 | Penandatangan Konsep surat Konsep surat
an surat permohonan permohonan
pengantar ke PT perpanjangan 10 perpanjangan
penahanan Menit | penahanan
yang sudah
diparaf
6 | Pengirlman Permohonan Tanda bukti
surat perpanjangan pengiriman
permohonan penahanan
perpanjangan Eﬁ Buku Ekspedisi 10
penahanan ke Menit
Pengadilan
Tinggi
7 | Penyimpanan Surat Arsip surat
arsip surat permohonan permohonan
permohonan CL-) perpanjangan 10 perpanjangan
perpanjangan penahanan Menit | penahanan
penahanan ke pertinggal tersimpan
PT.

Halaman 2 dari 2




PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

KELAS IB
JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412
Kab. Kampar - Prop. Riau Telp/Fax. (0762)20043
email:pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Nomor SOP

W4.U7/ 17 /ISOP/PID/11/2019

Tgl. Pembuatan

4 Februari 2019

Tgl. Revisi -

Refisi ke -

Tgl. Efektif 11 Februari 2019

Disahkan Oleh | KETUA PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG KELAS 1B
%—"_~
LILIN HERLINA, SH, MH,

Naria SOP SOP PENAGGUHAN PENAHANAN PERKARA

PIDANAUMUM

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan & Kesekretariatan Peradilan

Buku Il MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Pengadilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

1. S2-Hukum
2. S1-Hukum

3. SMU Sederajat

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Alat Tulis Kantor (ATK)
. SOP Penyelesaian Perkara Pidana 2. Komputer
2. SOP Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan 3. glrg‘t)er
Keuangan 4.
PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak
akan berjalan dengan baik

1. Foto copy KTP Pemohon
2. Formulir ljin Bantar

Halaman 1 dari 2




Pelaksanaan Mutu Baku
No Aktivitas Petugas | Panitera Panmud | Panitera Hakim Persyaratan / Waktu Output
PTSP Pengganti Pidana Perlengkapan e
1 | Menerima surat Permohonan Permohonan permohonan
'I:enangguhan Penahanan dari < _Il Tidak Penangguhan penangguhan
'emohon Penahanan penahanan
: 5
Surat Kuasa jika
i menit
2 | Meneliti kelengkapan permohonan - Permohonan permohonan
penangguhan penahanan Ya > < > penangguhan 10 penangguhan
penahanan penahanan
- Berkas perkara mank lengkap
3 Memerik§a dan - berkas perkara Persetujuan
mempertimbangkan permohonan - Surat permohonan 30 atau
penangguhan penahanan - kelengkapan Menit | penolakan
persyaratan
4 | Membuat gonsep p:netapan - ATr': " Konsep
penangguhan penahanan E - berkas perkara penetapan
L‘l - surat permohonan 10 penangguhan
yang sudah menit penahanan
disetujui
5 | Menandatangani penetapan Konsep penetapan
penangguhan penahanan ljj penetapar:‘ pena:gguhan
penangguhan penahanan
penahanan m:’nlt
6 | Membacakan penetapan - penetapan Salinan
penangguhan penahanan ﬁ pena:gguhan %0 Penetapar':
penahanan penangguhan
menit | penahanan
7 | Menerima uang jaminan Y - Uang jaminan BA
p::;angguhan penahanan (jika E—j L pen:t"agpganmn 10 ggxr.i:ln:i:l; .
a pen ul j
penahanan menit penangguhan
_ penahanan
8 | Penyimpanan arsip penetapan - Berkas Arsip
penangguhan penahanan penn;l;honan dan 10 pena:gguhan
penetapan penahanan
penangguhan Menit tersimpan
penahanan

Halaman 2 dari 2




PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

KELAS IB

JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412
Kab. Kampar - Prop. Riau Telp/Fax. (0762)20043
email:pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Nomor SOP W4.U7/ 18 /SOP/PID/II2019

Tgl. Pembuatan | 4 Februari 2019

Tgl. Revisi -

Refisi ke -

Tgl. Efektif 11 Februari 2019

Disahkan Oleh | KETUA PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG KELAS IB
4_‘,—_
LILIN HERLINA, SH, MH,

i SOP PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN WIN/
PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1.

2.

9.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :
026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar  Pelayanan
Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. S1-Hukum
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

P (G 1O =2

SOP Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
SOP Penyelesaian Perkara Pidana Anak
SOP Penyelesaian Perkara Tipikor

SOP Penyelesaian Perkara Perikanan

Komputer
Printer

BN

Alat Tulis Kantor (ATK)

Register ijin/persetujuan Penggeledahan

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DA

N PENDATAAN :

Jika SOP

ini tidak dilaksanakan maka tertib administrasi

tidak akan tercapai

Register ijin/persetujuan Penggeledahan

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku
Panmud
No|  Aktivitas Petugas Pidana/ KPN / Persyaratan/ Ket.
PTSP e Tiplkors | Fanitera WKPN | Periengkapan | 'Voktu | Output
Perikanan
1 Eenedt:aan A -Pemohonan Tanda
efmohonan ( ¢ dan lampirannya 5 terima
gwpemg:jal::an — l menit | Permohonan
engge n
2 | Meneliti -Pemmohonan Pemohonan
kelengkapan Ya > dan lampiranya lengkap
permohonan TN -Tanda terima 10
permohonan menk
-Ceklist
kelengkapan
berkas
3 I\Pllembuat . -Permohonan Konsep
'enetapan ijin lengkap Penetapan
penggeledahan Er_:uf Tidak -ATK m1e?1it
4 | Mengoreksi -Konsep Penetapan
dan memaraf Ya ¢/ >4_ Tidak penetapan 40 | yang sudah
konsep N it diparaf oleh
penetapan Panitera
Muda
5 | Koreksi dan A -Penetapan yang Penetapan
Paraf Ya sudah diparaf 5 yang sudah
Penetapan v oleh Panitera diparaf oleh
ijin/persetujuan hd Muda ment | panitera
Penggeledahan
6 | Menanda -Penetapan yang Penetapan
tangani sudah diparaf 5 yang sudah
fjin/persetujuan J_} oleh Panitera el ditanda
Penggeledahan -1 I Muda dan tangani
Panitera
7 | Mencatat -Penetapan yang Tercatat
kedalam CL‘ sudah ditanda kedalam
Register tangani 15 Register
fjin/persetujuan menit
Penggeledahan
8 | Pengiriman -Penetapan Tanda bukti
penetapan A -Buku Ekspedisi 10 pengiriman
ffin/persetujuan E Menit
Pe ahan
9 | Penyimpanan -Berkas Arsip ijin /
arsip permochonan 10 rsetujuan
penetapan dan penetapan Menit Penggeledahan
fiin/persetujuan ijin / persetujuan rersimpan
Penggeledahan Penggeledahan

Halaman 2 dari 2




PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

KELAS IB
JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412
Kab. Kampar - Prop. Riau Telp/Fax. (0762)20043
email:pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Nomor SOP W4.U7/ 19 /SOP/PID/II/2019

Tgl. Pembuatan | 4 Februari 2019

Tgl. Revisi -

Refisi ke -

Tgl. Efektif 11 Februari 2019

Disahkan Oleh | KETUA PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG KELAS 1B

T —

LILIN HERLINA, SH, MH,

SOP PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN

Nama SOP DIVERSI

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak
yang belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

7. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. S1-Hukum
2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Printer

Buku Register Diversi

DOV N

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan
tidak akan tercapai

2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tertib administrasi
tidak akan tercapai

Berkas Permohonan Diversi

Halaman 1 dari 2




Pelaksana Mutu Baku Ket.
No|  Aktivitas Petugas Panmud Persyaratan/
PTSP Staf Pidana Panitera KPN Perlengkapan Waktu Output
1 | Penerimaan - Permohonan Tanda
Permohonan ‘ Ye¢ Tidak Penetapan 5 | Terimadan
Penetapan — Diversi ¢ | Pemohonan
Diversi - kesepakatan | ™™ | pen.diversi
Diversi
2 | Mengoreksi - Permohonan Berkas
Kelengkapan Ya Penetapan 15 permohonan
permohonan Diversi o Diversi
diversi - l&c::p?katan lengkap
rs
3 | Pembuatan - ATK Konsep
Penetapan - Berkas 20 Penetapan
Diversi —tt permohonan | menit
Diversi
4 | Koreksidan N\ . | Tidak - Konsep Konsep
paraf /" penetapan penetapan
Penetapan '\ - Berkas 30 yang sudah
Diversi permohonan Menit | diparaf
Panmud
Pidana
4 | Koreksi dan Ya - Konsep Konsep
paraf $<> penetapan Penetapan
Penetapan yang sudah yang sudah
Diversi diparaf 30 diparaf
Panmud menit | Panitera
Pidana
- Berkas
permchonan
5 | Penandatangan - Konsep Penetapan
an penetapan ’E; Penetapan Diversi
Diversi yang sudah
diparaf 10
Panmud i
Pidana dan menk
Panitera
- Berkas
permohonan
6 | Inputdata di - Penetapan Data terinput
SIPP dan Diversi dalam SIPP
pencatatan E - Berkas 30 dan tercatat
kedalam permohonan menit | dalam
Register Diversi - SIPP register
- _Register
7 | Pengiriman - genetapak n Tand;i:‘uktl
netaj - Buku pengiriman
po.ivars&?pada »l ] Ekspedisi 10
Pemohon LT Menit
8 | Penyimpanan - Berkas Arsip Diversi
arsip c—‘b germohonan 10 tersimpan
penetapan an
Diversi penetapan Menk
Diversi

Halaman 2 dari 2




PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

KELAS IB
JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412
Kab. Kampar - Prop. Riau Telp/Fax. (0762)20043
email:pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Nomor SOP

W4.U7/ 20 /SOP/PID/11/2019

Tgl. Pembuatan

4 Februari 2019

Tgl. Revisi -
Refisi ke -
Tgl. Efektif 11 Februari 2019
Disahkan Oleh | KETUA PENGADILAN NEGERI

BANGKINANG KELAS IB

1 ]

LILIN HERLINA, SH, MH,

SOP PERMOHONAN IJIN PEMBANTARAN PIDANA
Nama SOP

UMUM

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989
tentang Pembantaran (Stuiting).

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :
026/KMA/SK/I1/2012 tentang StandarPelayanan
Peradilan

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku |
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

10. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. S2-Hukum
2. S1-Hukum

3. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana, Tipikor, Perikanan
2. SOP Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan
Keuangan

Komputer
Printer
SIPP

P OO =

Alat Tulis Kantor (ATK)

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak
akan berjalan dengan baik

Register Penahanan

Halaman 1 dari 2




Pelaksanaan Mutu Baku
i Panmud | b, itera
No Aktivitas Petugas Panitera Pidana/ HAKIM Persyaratan / Waktu Output
PTSP Pengganti | Tipikor/ Perlengkapan
Perikanan
1 Menerima surat -Surat Tanda terima
:):rz\bkewri:atl;iuan raahwatali‘r:tap < )e Tidak pemberitahuan sura::’e
a rumah saki . dari Rutan pemberitahuan|
-Surat 10 dan surat
keterangan menit | keterangan
rumah sakit rumah sakit
2 Meneliti kelengkapan -Surat Surat
pembantaran Ya / pemberitahuan pemberitahuan
dari Rutan lengkap
-Surat 10
keterangan
rumah sakit menit
3 Memeriksa dan -berkas perkara Menyetujui
mempertimbangkan -Surat ) pembantaran
pembantaran pemberitahuan
dari rutan 30
-Surat Menit
Keterangan
rumah sakit
4 Meant:;; konsep penetapan -gefk?s perkara Kons;p
pembantaran -Sural penetapan
'_'l pemberitahuan pembantaran
dari rutan 30
-Surat menit
Keterangan
rumah sakit
-ATK
5 Menandatangani penetapan Konsep penetapan
pembantaran penetapan m1e?| " pembantaran
pembantaran
6 Menyerahkan penetapan v -pene‘:apma: Tanda b:kti
pembantaran pembantaran 5 penyerahan
< , -Buku Ekspedisi | menit

Halaman 2 dari 2



PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

KELAS IB
JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412
Kab. Kampar - Prop. Riau Telp/Fax. (0762)20043

email:pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Nomor SOP W4.U7/ 21 /SOP/PID/11/2019

Tgl. Pembuatan | 4 Februari 2019

Tgl. Revisi -

Refisi ke -

Tgl. Efektif 11 Februari 2019

Disahkan Oleh | KETUA PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG KELAS IB

S H—

LILIN HERLINA, SH, MH,

SOP PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING

A PIDANAUMUM
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA\?\"\”/
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 1. S2-Hukum
Kekuasaan Kehakiman 2. S1-Hukum

2.

7.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Peradilan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan &
Kesekretariatan Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku |l
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

3. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

. SOP Penerimaan Permohonan Banding Perkara Pidana,

Tipikor, Perikanan
SOP Penyelesaian Perkara Pidana, Tipikor, Perikanan
Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan Keuangan

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Printer

SIPP

DN =

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan berjalan dengan baik

1. Berkas Perkara
2. Buku Register Banding
3. Peralatan Komputer

Halaman 1 dari 2




Pelaksanaan Mutu Baku
Staf Panitera
kepaniteraan Muda
B BIRES x oTes® | Pidana/ | Pidana/ | Panitera 'P’::l’e""“g'k’““ I 1 waktu Output Kot
Tipikor/ | Tipikor/ -
Perikanan Perikanan
1 ;ﬂeenerir:: :::e mn:r:eriksa Q Tidak - gukg ) Diterin:‘annya
rmoh, butan egister permohonan
banding - Berkas pencabutan
Perkara .. | banding dari
- Komputer 5 Menit pemohon
- Surat
permohonan
- ATK
2 Meneliti persyaratan - Pemmohonan Persyaratan
l':;enrr:;iohonan pencabutan Ya L<> - Suratkuasa 30 permohonan
anding jika ada pencabutan
- SIPP Menit | banding lengkap
3 Membgat konsep akta - Akta Banding Konsep Akta
pencabutan pernyataan - permohonan pencabutan
banding < Tidak pencabutan pernyataan
banding 10 Menit | panding
) lengkap
- ATK
4 | Koreksi dan paraf akta - Akta Banding Konsep Akta
pencabutan pernyataan - Konsep Akta pencabutan
banding Ya / pencabutan 5Menit | PEMYataan
pernyataan banding sudah
banding diparaf
- ATK
5 penandatanganan akta Konsep Akta Akta pencabutan
pencabutan pernyataan L) pencabutan pernyataan
banding yang telah i pemyataan 5 Menit | banding yang
ditanda tangani pemohon banding sudah sudah
diparaf ditandatangani
6 Menyerahkan akta -Buku ekspedisi
pernyataan pencabutan - Akta pencabutan Tanda bukti
permohonan banding dan I pernyataan pengiriman
mencatat pada register banding yang 5 Menit
induk pidana dan register sudah
permohonan banding ditandatangani
-ATK
7 Mengirim akta . -Buku ekspedisi Tanda bukti Jika
pernyataan pencabutan -Akta pencabutan pengiriman berkas
permohonan banding ke pernyataan perkara
Pengadilan Tinggi banding yang belum
sudah dikirim
ditandatangani 120 ke PT.
el Menit iy
penca
butan
banding
tidak
perlu
dikirim.
8 Menginput pencabutan - Akta pencabutan Data terinput
pernyataan banding pernyataan kedalam SIPP
kedalam SIPP dan banding 10 Menit dan tercatat
mencatat dalam Register - SIPP kedalam register
- Register
9 Mengarsipkan akta Akta pencabutan 10 Arsip tersimpan
pernyataan pencabutan pemnyataan Menit
permohonan banding < ) banding

Halaman 2 dari 2



PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

KELAS IB
JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412
Kab. Kampar - Prop. Riau Telp/Fax. (0762)20043
email:pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Nomor SOP W4.U7/ 22 /SOP/PID/II2019

Tgl. Pembuatan | 4 Februari 2019

Tgl. Revisi -

Refisi ke -

Tgl. Efektif 11 Februari 2019

Disahkan Oleh | KETUA PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG KELAS 1B
%'___.
LILIN HERLINA, SH, MH,

S G SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI
PIDANAUMUM

DASAR HUKUM :

-
KUALIFIKASI PELAKSANA .

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI

5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2014 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang dokumen

elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi/PK.

6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku |
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

8. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 3
Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara

9. Surat Kedokumen elektronik Ketua Mahkamah

Agung Nomor : 026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar

Pelayanan Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera

dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan

11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

12. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

10.

1. S2-Hukum
2. S1-Hukum
3. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penerimaan Permohonan Kasasi Perkara
Pidana,Tipikor, Perikanan

2. SOP Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan
Keuangan

. Alat Tulis Kantor (ATK)

1

2. Komputer
3. Printer
4. SIPP

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DA

N PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan berjalan dengan baik

1. Berkas Perkara

2. Buku Register Kasasi
3. Peralatan Komputer

Halaman 1 dari 2




Pelaksanaan Mutu Baku
Staf Panitera
No Aktivitas Petugas | kepaniteraan i Persyaratan /
PTSP Pidana / Tipikor 4 .':.":!‘k':_; Paniters Perlengkapan Waktu Output
Perikanan Pertkanan
1 Menerima dan memeriksa Tidak - Buku Register Diterimannya
permohonan pencabutan ( )ﬂ - Berkas Perkara permohonan
kasasi - ATK 5 pencabutan kasasi
- Komputer Menit | dari pemohon
- Surat
! permohonan
2 Meneliti persyaratan - Permohonan Persyaratan
permochonan pencabutan Ya - Surat kuasa jika 30 permohonan
kasasi ada Menit | pencabutan kasasi
- SIPP lengkap
3 Memb:a:al:‘onsep akta ] - Akta Kasasi Konsep Akta
pencabutan pernyataan ‘l' - permohonan pencabutan
kasasi Ti pencabutan kasasi ML?ﬂt pernyataan kasasi
lengkap
l - ATK
4 Koreksi dan paraf akta - Akta Kasasi Konsep Akta
B Ya CNomsepMitn | (S, | Pamyetaan kasemt
pencabutan sudah diparaf
pernyataan kasasi
5 penandatanganan akta | Konsep Akta Akta pencabutan
pencabutan pemyataan J pencabutan 5 pernyataan kasasi
kasasi bersama pemohon ! peryataan kasasi Menit | yang sudah
sudah diparaf ditandatangani
6 Menyerahkan akta - Buku ekspedisi Tanda bukti
pernyataan pencabutan - Akta pencabutan penyerahan
permohonan kasasi ke pemyataan kasasi 5
pemohon yang sudah Menit
ditandatangani
- ATK
7 Mengirim akta pernyataan - Buku ekspedisi Tanda bukti
pencabutan permohonan | __I - Akta pencabutan pengiriman
kasasi ke Mahkamah Agung pernyataan kasasi
ang sudah 120
yang ) Menit
ditandatangani
- ATK
8 Menginput pencabutan - Akta pencabutan Data terinput kedalam
an kasasi kedalam 4 pernyataan kasasi SIPP dan tercatat
SIPP dan Mencatat dalam I - SIPP 10 kedalam register
Register : ﬁio%lster Menit
9 Mengarsipkan akta Akta pencabutan 10 Arsip tersimpan
pernyataan pencabutan pernyataan kasasi Menit
permohonan kasasi ;! )

Halaman 2 dari 2




PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

KELAS IB
JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412
Kab. Kampar - Prop. Riau Telp/Fax. (0762)20043
email:pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Nomor SOP W4.U7/ 23 /ISOP/PID/11/2019

Tgl. Pembuatan | 4 Februari 2018

Tgl. Revisi -

Refisike -

Tgl. Efektif 11 Februari 2019

Disahkan Oleh | KETUA PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG KELAS IB

M‘_—_

LILIN HERLINA, SH, MH,

SOP PENCABUTAN PERMOHONAN PK PIDANA

Nama SOP UMUM

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Mahkamah Agung RI.

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomoro 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan &
Kesekretariatan Peradilan

6. Surat Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2014 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang dokumen
elektronik sebagai kelengkapan permohonan
Peninjauan Kembali/PK.

9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

10. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. S2-Hukum
2. S1-Hukum
3. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penerimaan Permohonan PK Perkara Pidana,
Tipikor, Perikanan

2. SOP Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan
Keuangan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer

3. Printer

4. Buku Register Perkara

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak
akan berjalan dengan baik

Berkas Perkara, Buku Register PK dan Peralatan Komputer

Halaman 1 dari 2




Pelaksanaan _ Mutu Baku
P;t#sg;s y s:af Panitera Panitera Persyaratan / Waktu Output
epaniteraal Muda Perlengkapan
ARtk Pidana/ | Pidana/
Tipikor/ Tipikor/
Perikanan | Perikanan
1 Menerima dan memeriksa - Buku Register Diterimannya
permohonan pencabutan - Berkas Perkara permohonan
Peninjauan Kembali - Komputer 5 pencabutan
- Surat Menit | Peninjauan Kembati
permohonan dari pemohon
- ATK
2 Meneliti persyaratan - Permohonan Persyaratan
permohonan pencabutan Ya / - Surat kuasa jika 30 permohonan
Peninjauan Kembali ada Menit pencabutan
- SIPP Peninjauan Kembali
lengkap
3 Membuat konsep akta - Akta Peninjauan Konsep Akta
pencabutan Peninjauan Kembali pencabutan
Kembali - permahonan 10 Peninjauan Kembali
} pencabutan Menit
M-l Peninjauan
Kembali lengkap
- ATK
4 Koreksi dan paraf akta - Akta Peninjauan Konsep Akta
pencabutan Peninjauan Ya Kembali pencabutan
Kembali - Konsep Akta 5 Peninjauan Kembali
pencabutan Menit sudah diparaf
Peninjauan
Kembali
- ATK
5 penandatanganan akta ) Konsep Akta Akta pencabutan
pencabutan Peninjauan > I pencabutan 5 Peninjauan Kembali
Kembali bersama Peninjauan Menit | Y2"9 sudah
pemohon Kembali sudah ditandatangani
diparaf
6 Menyerahkan akta - Buku ekspedisi
pencabutan permchonan - Akta pencabutan
Peninjauan Kembali ke Peninjauan 5 Tanda bukti
pemohon l:‘mt:‘ali yang Menit | penyerahan
ditandatangani
- ATK
7 Mengirim akta - Buku ekspedisi Tanda bukti
pencabutan permohonan I l‘r - Akta pencabutan pengiriman
Peninjauan Kembali ke Peninjauan
MA Kembali yang 120
sudah Menit
ditandatangani
- ATK
8 Menginput pernyataan - Akta pencabutan Data terinput kedalam
Peninjauan Kembali Peninjauan SIPP dan tercatat
kedalam SIPP dan Kembali 10 kedalam register
mencatat dalam Register - SIPP Menit
- Register
- ATK
9 Mengarsipkan akta Akta pencabutan Arsip tersimpan
pencabutan permohonan G Peninjauan 10
Peninjauan Kembali Kembeali Menit

Halaman 2 dari 2




PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

KELAS IB
JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412
Kab. Kampar - Prop. Riau Telp/Fax. (0762)20043
email:pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Nomor SOP

W4.U7/ 24 /SOP/PID/11/2019

Tgl. Pembuatan | 4 Februari 2019
Tgl. Revisi -
Refisi ke -
Tgl. Efektif 11 Februari 2019
Disahkan Oleh | KETUA PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG KELAS IB
L
LILIN HERLINA, SH, MH,
Nama SOP SOP IJIN/PERSETUJUAN PENYITAAN OLEH

PENYIDIK

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

4. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar  Pelayanan
Peradilan

6. Surat Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

9. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. $1

2. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

Komputer
Printer

hali < e

Alat Tulis Kantor (ATK)

Buku Register Perkara Pidana

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak
akan tercapai

Berkas Perkara Pidana

Halaman 1 dari 2




Pg}aksana Mutu Baku Ket.

No Aktivitas Petugas Staf Panmud Panitera KPN/ Persyaratan/ Waktu Output

PTSP Pidana WKPN Periengkapan
1 | Menerima Pemmohonan Tanda
rmohonan ( Ve Tidak 10
pe D, dA%‘?( lampirannya il Terima

2 | Meneliti Permohonan Permohonan
kelengkapan dan lampiranya lengkap
permohonan Ya ~/ Tanda terima 5

Mpe"";"o"a" menit
kelengkapan
berkas

3 | Membuat Permohonan Konsep
Penetapan Tidak lengkap 15 | Penetapan
ijin/persetujuan J€ ATK menit

_penyitaan _

4 | Mengoreksi Konsep Penetapan
dan memaraf Ya J> penetapan 5 yang sudah
konsep TN menit | diparaf

_penetapan

§ | Koreksi dan Penetapan yang Penetapan
Paraf :D— sudah diparaf 5 yang sudah
Penetapan menit | diparaf
jjin/persetujuan
penyitaan

6 | Menanda Penetapan yang Penetapan
tangani sudah diparaf 5 yang sudah
ijin/persetujuan menit | ditanda
penyitaan tangan

7 | Mencatat Penetapan yang Tercatat
kedalam X sudah ditanda 15 | kedalam
Register E_.IL' tangan menit Register
ijin/persetujuan
penyitaan_

8 | Pengiriman Penetapan Tanda bukti
penetapan [4 Buku Ekspedisi pengiriman
flin/persetujuan 10
penyitaan Menit

9 | Penyimpanan Berkas Arsip
arsip A permchonan dan ijin/persetujuan
penetapan penetapan 10 penyitaan
ijin/persetujuan fjin/persetujuan Menit tersimpan
penyitaan penyitaan

Halaman 2 dari 2




PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

KELAS IB
JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412
Kab. Kampar - Prop. Riau Telp/Fax. (0762)20043
email.pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Nomor SOP wW4.U7/ 25 /ISOP/PID/II/2019
Tgl. Pembuatan | 4 Februari 2019
Tgl. Revisi -
Refisi ke -
Tgl. Efektif 11 Februari 2019
Disahkan Oleh | KETUA PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG KELAS IB
€
LILIN HERLINA, SH, MH,
SOP PERMOHONAN PERALIHAN PENANGGUHAN
NS OF PENAHANAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKAS| PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasan Kehakiman

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan KUHAP

5. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan &
Kesekretariatan Peradilan

6. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

9. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

1. S2-Hukum
2. S1-Hukum
3. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Kepaniteraan Penyelesaian Perkara Pidana
2. SOP Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan
Keuangan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer

3. Formulir-Formulir

4. SIPP

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak
akan berjalan dengan baik

Halaman 1 dari 2




Pelaksanaan Mutu Baku
Panitera
No Aktivitas Petugas Panitera Muda Majoits Persyaratan /
Pidana/ | Panitera | Hakim/ Waktu Qutput
PTSP Pengganti Tipikor / Hakim Perlengkapan
Perikanan
1 pMeer:::mntp?m Pen':\ohonan -Pemohonan Pemohonan
ihan/penangguhan ( > Peralihan/pena peralihan/
penahanan ngguhan 5 penangguhan
penahanan ment penahanan
lengkap
2 | Meneruskan surat permohonan -ATK Konsep surat
peralﬂht:nlpenangguhan v -Data SIPP Peralihan/pen
penahanan 1 -Permohonan angguhan
1' peralihan/pena 10 penahanan
ngguhan menit
penahanan
3 | Membuat izin Konsep surat Surat
peralihan/penangguhan Peralihan/pena peralihan/
penahanan < >_L ngguhan 10 penangguhan
penahanan Menit | penahanan
yang sudah
diparaf
4 Penzndatan%anan dan -Permohonan Surat
pembacaan Penetapan -ATK Peralihan/
peralihan/penangguhan - Surat peralihan/ 5 penangguhan
penahanan penangguhan menit penahanan
penahanan yang sudah di
yang sudah tandatangani
diparaf
5 | Menyerahkan Penetapan -Penetapan Tanda terima
peral::l:tvpe:;l&gugan hon Q Peralihanlh penmyteraban
penahanan a Pemo penangguhan sul
penahanan 5 peralihan/
yang sudah di menit | penangguhan
tandatangani penahanan
-Buku Ekspedis| kepada
pemohon

Halaman 2 dari 2




Nomor SOP W4.U7/ 26 /SOP/PID/II/2019
Tgl. Pembuatan | 4 Februari 2019
Tgl. Revisi -
Refisi ke -
Tgl. Efektif 11 Februari 2019
Disahkan Oleh | KETUA PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG KELAS IB
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
KELAS IB b
JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412
Kab. Kampar - Prop. Riau Telp/Fax. (0762)20043 )
email:pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id LILIN HERLINA, SH, MH,
Nama SOP SOP PINJAM PAKAI BARANG BUKTI
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA : -
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 11. S2-Hukum
Kekuasaan Kehakiman 12. S1-Hukum

2. Undang-Undang
Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

4. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989
tentang Pembantaran (Stuiting).

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :
026/KMA/SK/11/2012 tentang StandarPelayanan
Peradilan

7. Surat Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku i
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

10. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

Nomor 49 Tahun 2009 tentang

13. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana,Tipikor, Perikanan
2. SOP Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan
Keuangan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer
3. Printer

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak
akan berjalan dengan baik

Berita acara persidangan
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Pelaksanaan Mutu Baku

Aktivitas Panmud

Pidana/
Tipikor/

Panitera
Pengganti

Petugas
PTSP

Persyaratan /

Panitera Perlengkapan

Hakim Waktu Output

Perikanan

Menerima surat permohonan
pinjam pakai barang bukti

Tidak

-Surat
permohonan

-Surat kuasa
apabila
pemohon kuasa
hukum terdakwa

-Bukti identitas
pemohon

10
menit

Tanda
terima

Meneliti kelengkapan
permohonan pinjam pakai
barang bukti

Ya />

-Surat
permohonan

-Surat kuasa
apabila
pemohon kuasa
hukum terdakwa

-Bukti identitas

pemohon

20
menit

Persyaratan
lengkap

Memeriksa dan
mempertimbangkan
permohonan pinjam pakai
barang bukti

-berkas perkara
-Surat
permohonan
-Surat kuasa
apabila
pemohon kuasa
hukum terdakwa
-Bukti identitas
pemohon

Menit

Menyetujui
pinjam pakai
barang bukti

Membuat konsep penetapan
pinjam pakai barang bukti

-berkas perkara
-Surat

permohonan
-Surat kuasa

apabila

pemohon kuasa

-Bukti identitas

pemohon
- ATK

hukum terdakwa |

60
menit

Konsep
penetapan
pinjam pakai
barang bukti

Menandatangani penetapan
pinjam pakai barang bukti

-Konsep
penetapan
pinjam pakai
barang bukti

10
menit

penetapan
pinjam pakai
barang bukti

Pengiriman tembusan
penetapan pinjam pakai
barang bukti kepada penuntut
umum

-Surat pengantar
penetapan dan
pinjam pakai

30
Menit

Tanda
terima

_barang bukti

Menyerahkan penetapan
pinjam pakai barang bukti

-Penetapan
pinjam pakai
barang bukti

-Ekspedisi

Menit

Tanda
terima
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PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

KELAS IB
JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412
Kab. Kampar - Prop. Riau Telp/Fax. (0762)20043
email:pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id

Nomor SOP W4.U7/ 27 ISOP/PID/1/2019
Tgl. Pembuatan | 4 Februari 2019
Tgl. Revisi -
Refisi ke -
Tgl. Efektif 11 Februari 2019
Disahkan Oleh | KETUA PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG KELAS IB
/ : ‘
LILIN HERLINA, SH, MH,
Nama SOP SOP IJIN BEROBAT

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989
tentang Pembantaran (Stuiting).

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

Surat Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku I
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

10. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

2.

1. S2-Hukum
2. S1-Hukum
3. SMU Sederajat

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penyelesaian Perkara Pidana, Tipikor, Perikanan
2. SOP Pengelolaan Surat Sub bagian Umum dan
Keuangan

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Printer

SIPP

PON=

PERINGATAN/CATATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak
akan berjalan dengan baik

Berita acara persidangan
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No

Aktivitas

Pelaksanaan

Mutu Baku

Petugas
PTSP

Panmud

Pidana/

Tipikor/
Perikanan

Panitera Panitera

Pengganti

Persyaratan /

HAKIM Perlengkapan

Waktu

Output

Menerima surat permohonan
ijin berobat

- Surat

Tidak permohonan

=

- Surat
keterangan
rutan

- Surat kuasa
apabila
pemohon
kuasa hukum
terdakwa

10
menit

Tanda
terima

Meneliti kelengkapan
permohonan ijin berobat

- Surat
permohonan

Ya rd >

- Surat
keterangan
rutan

- Surat kuasa
apabila
pemohon
kuasa hukum
terdakwa

10
menit

Persyaratan
lengkap

Memeriksa dan

mempertimbangkan
permohonan ijin berobat

- berkas perkara

- Surat
permohonan

- Surat
keterangan
rutan

- Surat kuasa
apabila
pemohon
kuasa hukum
terdakwa

Menit

Menyetujui
jjin berobat

Membuat konsep penetapan
ijin berobat

- berkas perkara

Y - Surat
permohonan

-Surat
keterangan
rutan

- Surat kuasa
apabila
pemohon
kuasa hukum
terdakwa

- ATK

menit

Konsep
penetapan
ijin berobat

Menandatangani penetapan
ijin berobat

v -Konsep
penetapan ijin
berobat

10
menit

penetapan
ijin berobat

Pengiriman tembusan
penetapan ijin berobat
kepada penuntut umum

- Surat
pengantar

penetapan ijin
berobat

30
Menit

Tanda
terima

Menyerahkan penetapan ijin
berobat

- Penetapan ijin
berobat
- Ekspedisi

Menit

Tanda
terima
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Nomor SOP W4.U7/ 28 /SOP/PID/11/2019

Tgl. Pembuatan | 4 Februari 2019

Tgl. Revisi -

Refisi ke -

Tgl. Efektif 11 Februari 2019

Disahkan Oleh | KETUA PENGADILAN NEGERI
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG e

KELAS IB .
JI. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412
Kab. Kampar - Prop. Riau Telp/Fax. (0762)20043

. /]
email.pn_bkn@yahoo.com website: pn-bangkinang.go.id LILIN HERLINA, SH, MH,
Nama SOP SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PEMILU
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 1. St
Kekuasan Kehakiman 2. SMU Sederajat

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana

4. Undang-Undang Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2013
tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu

6. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

7. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun
2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)

‘ Lingkungan Peradilan.

| 8. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 4 Tahun

‘ 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

9. Surat Keputusan Mahkamah Agung Rl Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku |
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan

10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang
Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

13. Peraturan Perundangan-undangan lain yang terkait

KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Komputer

1. SOP Penahanan 3. Printer

2. SOP Permohonan ljin Pembantaran 4. Register Perkara Pidana Biasa

PERINGATAN/CATATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak

akan tercapai Berkas Perkara Pidana Biasa
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y e L Pelaksana Mutu Baku
-] vitas etugas Panmud | Panmud Persyaratan/ Ket.
PrsP | S | PP | Didana | Hukum |PaniteralHakim| KPN | VEICET | Waktu | Output
1 | Penerimaan Berkas perkara Berkas
berkas Checklist diterima/
perkara ridak kelengkapan Ekspedisi
T berkas Cheklist yang
Tanda bukti sudah
pelimpahan 10 ditandatangani
perkara menit | petugas
Penyelesaian
paling lama 7
(tujuh) hari
kerja sejak
pelimpahan
2 | Meneliti Berkas Perkara - Berkas
kelengkapan YJ—><> Cek List Lengkapltidak
berkas kelengkapan 10 tengkap
perkara, berkas menit | tanda terima
termasuk pelimpahan
Barang Bukti berkas
3 | Input data Berkas perkara Berkas
SIPP dan (4 Komputer diterima dan
Penomoran Koneksi LAN 30 diberikan
perkara, SIPP menit | nomor perkara
pencatatan Buku register
dalam register induk
4 | Menyerahkan Berkas Perkara Ekspedisi
berkas 5
perkara yang menit
sudah lengkap
5 | Penunjukan IJE Berkas perkara Penetapan
Majelis Hakim SIPP 20 penunjukan
Hakim Khusus menit | Majelis/Hakim
Pemilu
6 | Penunjukan y Berkas perkara penunjukan
Panitera l"l | SIPP 20 |PP
sz',')gga"“ menit
7 | Pencatatan ~Berkas perkara Register
penunjukan Penetapan 5 Manual
Hakim dan PP penunjukan it
ke dalam Buku Hakim dan PP, | Me"
Register -
8 | Penyerahan Berkas perkara Ekspedisi
berkas perkara Penetapan
kepada Majelis 5
Hakim untuk
dibuat ﬂ ik
Penetapan hari
sidang
9 | Pembuatan Berkas Penetapan
Penetapan ﬂ SIPP penahanan
hari sidang 10 | Dan
dan Menit | Penetapan
penahanan Hari Sidang
jika ada a Pertama
10 | Menerima A Pen. Ekspedisi
berkas I L1r Penahanan
perkara dari dan Hari
Hakim dan Sidang
mengirim
penetapan 5
kepada staf menit
untuk dikirim
ke PU dan
dicatat
kedalam
register induk e
11 | Proses Berkas Perkara 5  BASidang
persidangan Hari | Putusan
Kerja
12 | Penyusunan i Berkas Perkara yang BA haru
BA j Konsep BA sudah ditanda |selesai
E 120 tangani oleh sebelum
Menit | Hakim dan PP |sidang
berikut
nya
13 | Menyerahkan Y Berkas perkara Tanda terima
BA lengkap ELIJ BA lengkap penyerahan
untuk Ekspedisi 10 berkas
penyusunan penyerahan Menit
Putusan berkas
Ir Berkas Perkara Putusan yang
" ‘S,Lc:‘agrzlgcapan I.J Putusan 120 sudah ditanda
putusan Menit | tangani
Majelis
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< - Pelaksana Mutu Baku
No| Aktivitas [Petug Panmud | Panmud Persyaratan/ Ket.
PTSP Staf PP Pidenn | Molase nitera | Hakim| KPN Perlengkapan Waktu | Output
15 Perpbuatan Berkas Perkara Petikan
petikan Putusan 30 | Putusan
posiiaan Menit
16 | Penyampaian Petikan - Ekspedisi Petikan
petikan dan Putusan Siap - Tanda terima |Putusan
salinan dikirim penyampaian |diserah
putusan kpd 120 petikan/ kan
Penyidik, JPU, Ment salinan seketika
Terdakwa, ri setelah
KPU/KPUD penguca
dan Lapas pan
san
17 | Menyerahkan \ Berkas perkara Tanda terima
berkas Cheklist 15 penyerahan
:neirkat;a iI kelengkapan Menit berkas
nutas berkas
Buku Ekspedisi
18 | Menginput Putusan 30 Amar dan
amar dan SIPP Menit |tanggal putusan
tanggal lengkap
putusan
kedalam SIPP
19 | Menginput Pertimbangan | 60 Pertimbangan
pertimbangan Hukum Menit | Hukum dan
hukum dan e- Putusan e-~doc putusan
ds?gpkedalam SIPP lengkap
20 | Menginput SiPP Data terinput k
tanggal Buku Register sipp dan
minutasi pada 10 tercatat di
SIPP dan register manual
dicatat dalam Wk
register
manual
21 | Menyerahkan Berkas Perkara -BA Penyerahan
berkas ke yang sudah 10 berkas
Panmud Berkekuatan roenk Arsip perkara
Hukum Hukum tetap
Cheklist
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